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PERNYATAAN TELAH DIREVIU
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Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi Maluku sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi
informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah
disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan
perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan

kinerja ini.

Ambon, Februari 2022
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KATA PENGANTAR

Berkenaan dengan harapan kita untuk menjadikan instansi pemerintah
yang akuntabel, efisien, efektif, responsif dan transparansi guna memelihara
kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, maka sudah sepatutnya dan
seharusnya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maka Kuasa,
karena atas limpahan Berkat dan Karunia-Nya yang tidak terhingga bagi

bangsa dan negara khususnya Provinsi Daerah Maluku tercinta ini.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Maluku tahun 2021 ini merupakan pertanggungjawaban atas
penggunaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran strategis yang tertuang
dalam Rencana Strategis, serta menggambarkan keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan, serta masalah dan solusi yang diambil oleh Dinas

Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dalam Tahun Anggaran 2021.

Laporan ini memuat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Maluku dalam kurun waktu 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2021 dalam hal:
(1) Terwujudnya Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi
dan Tepat Ukuran; (2) Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja di
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku; (3) Terwujudnya Pelayanan
Prima bagi Masyarakat oleh Perangkat Daerah; (4) Terwujudnya

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efesien.

Disadari sungguh bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini
belum sepenuhnya memuaskan semua pihak serta masih terdapat berbagai
kekurangan, karena itu saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan

untuk penyempurnaan penyusunan LKIP dimasa yang akan datang.

Semoga LKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku tahun 2021 ini
menjadi pedoman bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja Dinas

Lingkungan Hidup Provinsi Maluku selama satu tahun, guna meningkatkan
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kinerja ke depan secara lebih efektif dan efisien, dan akuntabel baik dari aspek

perencanaan, keuangan maupun pengorganisasian.

Ambon, Januari 2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Maluku

Drs. Roy Corneles Siauta, M.Si
NIP. 19660708 199803 1 003
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
ntuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, bersih dan
l | berwibawa (Good Governance and Clean Government)

merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk

mencapai tujuan dan cita - cita berbangsa dan bernegara, sehingga
diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban
yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna,
bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme.

Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean
government) pada saat ini merupakan prioritas utama dalam penegakkan
citra pemerintah dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap kinerja pemerintah yang dianggap masih sangat rendah. Dalam
rangka itulah, sebagaimana dituangkan dalam TAP MPR Nomor
XI/MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), oleh karena itu diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat,
jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,
bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari KKN.

Dalam menyikapi kebijakan otonomi daerah dan implementasinya
perlu segera dilakukan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang
sesungguhnya. Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat
sebagaimana mestinya oleh aparatur/birokrasi dalam suatu jaringan

kelembagaan yang rasional, yang akan dapat menjawab tantangan
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pelayanan masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah serta
mewujudkan good governance.

Seiring dengan digulirkan reformasi birokrasi dalam rangka
pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),
maka perlu adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang
dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran dalam laporan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Oleh
karena itu setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan,
menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik
dan melembaga.

Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan
capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran yang
dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan. Pelaporan setiap Instansi harus memuat
pertanggungjawabkan kinerja dan keuangan serta menggambarkan
keberhasilan maupun kegagalan, serta masalah maupun solusi
pemecahan masalah yang diambil intansi yang bersangkutan.

Hal tersebut, menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah akan membantu: (1) menjadikan instansi pemerintah
akuntabel; (2) menjadikan instansi pemerintah beroperasi secara
efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan
lingkungannya; (3) Mewujudkan transparansi instansi pemerintah; (4)
Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
nasional; serta (5) Memelihara kepercayaan masyarakat kepada
pemerintah.

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
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menegaskan bahwa Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD.
Penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis, perjanjian kinerja,
pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan
reviu dan evaluasi kinerja. Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja
menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang
dicapai berdasarkan pengguna anggaran yang telah dialokasikan.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi Maluku berkewajiban untuk menyusun laporan kinerja
tahun 2021 atas pelaksanaan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Maluku sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas

Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2019-2024.

B. Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi
1. Tugas:

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 06
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(SKPD Baru) Bab II pasal 2 menyebutkan bahwa Dinas Lingkungan
Provinsi Maluku masuk dalam kategori Hidup Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintah Bidang Lingkungan Hidup.
Merupakan unsur pendukung tugas Gubernur yang dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang Lingkungan Hidup.

2. Fungsi :
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal

10 Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor: 06 Tahun 2016
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disebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan program di bidang pengendalian dampak lingkungan
sesuai rencana strategis Daerah /RPJMD.

b. Penyusunan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup.

c. Pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang
lingkungan hidup.

d. Pembinaan teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan.

e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

f. Pelaksanaan ketatausahaan.

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai

tugas dan fungsinya.

3. Susunan Organisasi :

Sesuai Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor : 06
Tahun 2016 menyebutkan bahwa susunan organisasi Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi Maluku terdiri dari:

a. Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengendalian Lingkungan
Hidup.

b. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi dalam urusan
Kepegawaian dan Umum, Perencanaan dan Keuangan.

Sekretariat membawabhi :

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

2. Sub Bagian Perencaanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Sub Bagian Keuangaan dan Aset

c. Bidang Tata Lingkungan, mempunyai tugas membantu Kepala
Dinas menyusun rencana perumusan program dan penjabaran

kebijakan teknis di Bidang Tata Lingkungan.
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Bidang Tata Lingkungan membawabhi:
1. Seksi Inventarisasi RPLH dan Kajian Dampak Lingkungan dan
KLHS

2. Seksi Pemeliharaan Lingkungan

d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas menyusun rencana perumusan program
dan penjabaran kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Sampah
dan Limbah B3.
Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 membawahi:
1. Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis
2. Seksi Pengelolan Sampah dan Limbah B3

e. Bidang Pengendalian, Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan
Hidup, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyusun
rencana perumusan program dan penjabaran kebijakan teknis di
bidang Pengendalian, Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan
Hidup.
Bidang Pengendalian, Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan
Hidup membawahi:
1. Seksi Kerusakan Lingkungan dan Pencemaran Kingkungan
2. Seksi Pemantauan Lingkungan

f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Pengembangan, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
menyusun rencana perumusan program dan penjabaran
kebijakan teknis di Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup.
Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Pengembangan membawabhi:
1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan

Penegakan Hukum Lingkungan

2. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
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Gambar 2.1.

Struktur dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku
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C. Isu Strategis

Faktor strategis daerah pada dasarnya adalah unsur penting yang

dapat dimanfaatkan untuk mendorong proses pembangunan yang

dimiliki suatu negara atau daerah secara alamiah dan menonjol bila

dibandingkan dengan daerah lain. Jika faktor strategis tersebut dapat

dimanfaatkan dengan baik dan tepat maka hal ini akan dapat

mempercepat proses pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu

meningkatnya kemakmuran masyarakat secara keseluruhan.

Sedangkan isu strategis dapat diartikan permasalahan mendasar atau

pokok yang lebih menonjol bila dibandingkan dengan daerah lain.

Isu strategis yang teridentifikasi dari permasalahan berdasarkan tugas

dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup meliputi:

1. Kurangnya pemahaman serta peran masyarakat dan stakeholder
dalam perlindungan maupun pengelolaan lingkungan;

2. Sistem basis data dan informasi lingkungan hidup belum optimal;

3. Lemahnya koordinasi dan fungsi pengawasan dalam penegakan
hukum /sanksi;

4. Kurangnya sumber daya aparatur dan sarana prasarana bidang
lingkungan hidup;

5. Terbatasnya regulasi bidang lingkungan; dan

6. Belum optimalnya upaya penurunan emisi karbon serta
penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

lainnya.
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C.1. Tataran Fisik

1. Menurunnya daya dukung dan daya tampung fungsi dan kualitas
lingkungan hidup akibat laju pembangunan yang meningkat,
jumlah kepadatan penduduk yang semakin tinggi serta
keterbatasan lahan.

2. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang kurang
menerapkan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan.

3. Pencemaran air tanah, air permukaan, udara dan kerusakan
tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia.

4. Limbah padat/sampah di kawasan perkotaan yang belum
tertangani dengan baik.

5. Banjir dan tanah longsor yang terus terjadi di sejumlah lokasi.

6. Belum tertanganinya pengelolaan bahan berbahaya dan beracun
(B3) dan limbah B3 yang berasal dari kegiatan dan rumah tangga.

7. Peningkatan terjadinya fenomena perubahan iklim.

o

Peningkatan kerusakan Sumber Daya Alam pesisir.

C.2. Tataran Kepranataan

1. Kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup lintas
sektoral sehingga perbaikan lingkungan hidup masih bersifat
parsial.

2. Lemahnya penegakan hukum, inkonsistensi dan tumpang
tindihnya  peraturan  perundangan-undangan  pengelolaan
lingkungan hidup pada berbagai sektor baik di tingkat pusat dan
daerah serta kurangnya koordinasi antar sektor.

3. Belum optimalnya fungsi pranata adat (sasi dan kewang) dalam

perlindungan lingkungan hidup di Maluku.

C.3. Tataran Sosial
1. Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat

terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
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2. Terbatasnya akses terhadap penerapan teknologi ramah
lingkungan akibat minimnya srana prasarana infrastruktur dan
sistem informasi lingkungan hidup.

3. Minimnya  ketersediaan @ Sumber Daya Manusia yang

berkompetensi di Bidang Lingkungan Hidup.

D. Permasalahan Utama
Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas

Lingkungan Hidup selama Tahun 2021 adalah sebagai berikut;

1. Adanya rasionalisasi anggaran sebesar 5% yang mengakibatkan
beberapa kegiatan yang output kegiataan tidak tercapai;

2. Terdapat beberapa kegiatan yang tidak di danai dalam anggaran
Tahun 2021, padahal kegiatan tersebut merupakan terget dari
kinerja Lingkungan Hidup;

3. Keterbatasan sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup
dalam implementasi pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan;

4. Peraturan tentang lingkungan hidup di daerah yang belum optimal

mendukung kegiatan di bidang lingkungan hidup.

E. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih
dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di tiap-tiap instansi
Pemerintah menuju tercapainya kepemerintahan yang baik, maka Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sebagai salah satu Satuan Kerja
Perangkat Daerah, memiliki komitmen akan hal ini sebagaimana
tercermin dalam setiap tindakan wuntuk selalu membuka diri
(transparance) atas  setiap informasi program/kegiatan yang
dilaksanakan. Penyampaian LKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Maluku Tahun 2021 merupakan salah satu komitmen pemberantasan
korupsi, kolusi dan nepotisme dalam mewujudkan Pemerintah Provinsi

Maluku yang bersih, berwibawa, legitimate, bertanggung jawab.
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Sehubungan dengan hal tersebut, penyampaian LKIP Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2021 memiliki maksud dan

tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

Maksud penyampaian LKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Maluku Tahun 2021 adalah untuk memberikan gambaran kepada
Gubernur Maluku beserta perangkat daerah lainnya dan instansi
penilai kinerja tentang capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Maluku yang telah diperjanjikan di dalam Dokumen
Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang di dalamnya memuat
keberhasilan maupun kegagalan, hambatan dan tantangan serta
upaya penanggulangan pelaksanaan pencapaian kinerja selama

tahun 2021.

2. Tujuan
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Gubernur atas
kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

F. Sistematika Penyajian

LKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2021,
sistematikanya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistematika penyajian LKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Maluku Tahun 2021 sebagai berikut:
BAB 1 Pendahuluan. Bab ini memuat antara lain penjelasan umum,

tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi Dinas
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Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, maksud dan tujuan serta
sistematika penyajian LKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Maluku Tahun 2021.

BAB II Perencanaan Kinerja. Bab ini menjelaskan muatan Rencana
Stratejik dan Perencanaan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Maluku Tahun 2021.

BAB III Akuntabilitas Kinerja. Bab ini memuat antara lain uraian hasil
pengukuran kinerja sasaran dari program/kegiatan maupun
analisis pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Maluku Tahun 2021.

BAB IV Penutup. Bab ini memuat kesimpulan menyeluruh tentang
kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2021
berdasarkan pada analisis pencapaian kinerja yang ada.

LAMPIRAN-LAMPIRAN, memuat dokumen - dokumen pendukung

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2021.
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BAB 1II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis
alam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),

Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 5 (lima)
tahunan, dan menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan
strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian
sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab
tuntutan perkembangan lingkungan strategis suatu instansi. Dokumen
Rencana Strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan
strategis yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran.

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku
berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024. Renstra berproses dan
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama satu sampai lima
tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan
memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau
mungkin timbul, memuat visi, misi, tujuan sasaran, strategi, kebijakan
dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam

pelaksanaannya.

1. Visi dan Misi
a. Visi
Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan
bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar
konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi
tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang

keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin
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diwujudkan oleh instansi pemerintah. Visi pembangunan Provinsi
Maluku yang akan di capai selama 5 Tahun mendatang (2019-

2024 adalah:

“Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani,
Terjamin dalam Kesejahteraan dan Berdaulat Atas Gugusan
Kepulauan”

b. Misi
Perwujudan visi tersebut di atas dilakukan melalui misi yang

digunakan untuk memberikan arah sekaligus batasan proses

pencapaian tujuan. Adapun misi pembangunan Provinsi Maluku

periode 2019 - 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan
melayani;

2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan
terjangkau,;
Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan;
Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau;
Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan
pariwisata;

6. Mewujudkan sumber daya manusia yang professional, kreatif,

mandiri dan berprestasi.

Terhadap keenam misi tersebut di atas, maka Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sebagai SKPD yang mempunyai
tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan
daerah bidang lingkungan hidup dalam hal penyusunan kebijakan
dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

Adapun misi yang sesuai dengan tupoksi Dinas Lingkungan

Hidup Provinsi Maluku adalah;
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|I “Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan” ||

2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Sesuai dengan kondisi faktual terutama isu utama lingkungan
yang menonjol, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan
terhadap kearifan lokal dari Provinsi Maluku, maka tujuan yang
ingin dicapai dari pembangunan bidang lingkungan hidup di
Provinsi Maluku adalah:

“Meningkatkan ketahanan lingkungan melalui upaya perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan daya
dukung daya tampung lingkungan, perubahan iklim dan resiko

bencana”.

b. Sasaran

Sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, maka Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi Maluku menetapkan sasaran yang akan
dicapai/dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mulai dari
tahun 2019 - 2024 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
2. Terwujudnya ketahanan lingkungan terhadap perubahan iklim

dan resiko bencana;
3. Terwujudnya daya dukung dan daya tampung lingkungan

hidup yang seimbang.

Guna merealisasikan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Maluku sebagaimana telah dikonkritkan dalam tujuan,
sasaran yang telah ditetapkan, maka untuk mencapainya telah

dituangkan dalam strategi dan kebijakan.
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3. Strategi

Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2019-2024

adalah sebagai berikut:

a. Optimalisasi upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran

serta kerusakan lingkungan hidup.

b. Optimalisasi upaya mitigasi dan adaptasi terhadap dampak

perubahan iklim dan resiko bencana.

c. Optimalisasi kebijakan dan strategi daerah dalam implementasi

daya dukung dan daya tampung lingkungan.

4. Kebijakan

Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2019-
2024 adalah sebagai berikut:

a.

o

Peningkatan upaya edukasi dan partisipasi masyarakat serta
stakeholder dalam pencegahan dan penanggulangan kerusakan
lingkungan;

Rencana aksi dalam rangka perbaikan indeks kualitas air sungai,
air laut, udara dan tutupan lahan;

Optimalisasi ketersediaan dan pemanfaatan peraturan
perundang-undangan dalam  rangka  perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;

Sinergitas antara dokumen perencanaan lingkungan dengan
dokumen perencanaan daerah/ nasional lainnya;

Efektivitas pengawasan terhadap perlindungan dan Pengelolaan
lingkungan hidup;
Peningkatan edukasi dan partisipasi masyarakat serta stakeholder

dalam rangka upaya mitigasi dan adaptasi terhadap dampak
perubahan iklim dan resiko bencana;

Rencana Aksi dalam rangka penurunan emisi Gas Rumah Kaca;
Peningkatan edukasi dan partisipasi masyarakat serta stakeholder
dalam pengelolaan persampahan;

Optimalisasi kajian lingkungan hidup yang strategis;
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j- Optimalisasi

koordinasi

dengan

Kabupaten/Kota

penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan persampahan;

dalam

k. Optimalisasi ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan

persampahan.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

Tahun 2021 merupakan proses penetapan kinerja tahun 2021 beserta

indikator kinerjanya dan target kinerjanya yang akan dilaksanakan pada

tahun 2021 berdasarkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

2019-2024.
Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2021
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 | Terwujudnya Perbaikan Indeks Kualitas Udara 86,00
Kgalitas Lingkungan Indeks Kualitas Air Sungai 49,85
Hidup Indeks Kualitas Air Laut 62,76
2 | Terwujudnya Ketahanan Persentase Penurunan 21,76%
Lingkungan terhadap Jumlah Emisi GRK
Perubahan Iklim dan
Resiko Bencana
3 | Terwujudnya Peningkatan | Persentase Sampah 24%

Kinerja Pengelolaan
Persampahan

Terkelola Melalui
Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Sampah

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun

2021 ini berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

Tahun 2019-2024.
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja
engukuran capaian kinerja oleh Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Maluku pada Tahun 2021 dilakukan pada saat

tahun anggaran berakhir, yaitu dengan cara

membandingkan realisasi capaian indikator kinerja sasaran
dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam
Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun
2021. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah
kinerja, selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi
guna menentukan strategi dan arah kebijakan yang tepat untuk
peningkatan kinerja di masa yang akan datang.
Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, maka digunakan skala nilai
peringkat kinerja yang mengacu pada formulir skala nilai peringkat kinerja
yang teradapat dalam Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi
atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No. | Rentang Capaian | Kategori Capaian

1 >90 Sangat Memuaskan
2 >80 - 90 Memuaskan

3 >70 - 80 Sangat Baik

4 >60 - 70 Baik

5 >50 - 60 Cukup

6 >30 - 50 Kurang

7 0-30 Sangat Kurang
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III. A. 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021
Adapun analisis pencapaian kinerja Sasaran Strategis yang dicapai oleh

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2021 dapat dijabarkan

sebagai berikut:

SASARAN 1 Terwujudnya Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran ini merupakan penjabaran dari Tujuan “Meningkatkan ketahanan
lingkungan melalui upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
dengan memperhatikan daya dukung daya tampung lingkungan, perubahan
iklim dan resiko bencana” guna mencapai Misi “Pengelolaan Sumber Daya
Alam yang Berkelanjutan”.

Hasil pengukuran Sasaran Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Capaian sasaran Terwujudnya Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup
Tahun 2021

Indikator Kinerja _ Target | Realisasi | &ﬁt

1 Indeks Kualitas Udara 86,00 90,70 105,47%
Indeks Kualitas Air Sungai 49,85 55,56 111,45%
3 Indeks Kualitas Air Laut 62,76 86,07 137,14%

Rata-Rata Capaian Kinerja 118,02% |

Pada tabel 3.2 dapat dijelaskan sebagai berikut;
1. Untuk capaian sasaran Terwujudnya Perbaikan Kualitas Lingkungan
Hidup Tahun 2021 sebesar 118,02%.
Adapun data target dan realisasi Tahun 2021 sebagai berikut :
a. Untuk indeks udara target Tahun 2021 sebesar 86% realisasi Tahun
2021 sebesar 90,70% capaiannya pada Tahun 2021 sebesar
105,47%. Adapun indeks kualitas udara kenaikannya signifikan

karena di sebabkan oleh:
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1) Trend kenaikan nilai indeks kualitas udara sebagian besar di
sebabkan oleh kondisi pandemi covid-19;

2) Curah huyjan di Tahun 2021 yang cukup tinggi juga berperan aktif
dalam meningkatkan nilai indeks kualitas udara;

3) Kondisi geografis Provinsi Maluku menguntungkan dalam segi
perputaran/sirkulasi udara, sehingga berpengaruh pada nilai
indeks kualitas udara.

b. Untuk indeks air sungai target Tahun 2021 sebesar 49,85% realisasi
Tahun 2021 sebesar 55,56% capaiannya pada Tahun 2021 sebesar
111,45%. Adapun indeks kualitas air sungai kenaikannya signifikan
karena di sebabkan oleh:

1) Perbaikan pada 8 parameter wajib perhitungan indeks kualitas air
yaitu pH, TSS, BOD, COD, DO, Total Fosfat, Fecal Coli dan NO3-
N;

2) Trend kenaikan nilai indeks air sungai sebagian besar disebabkan
oleh kondisi pandemic covid-19;

3) Curah hujan di Tahun 2021 yang cukup tinggi menyebabkan
proses pengenceran sehingga nilai ukur parameter di Tahun 2021
cukup baik.

c. Untuk indeks air laut target Tahun 2021 sebesar 62,76% realisasi
Tahun 2021 sebesar 86,07% capaiannya pada Tahun 2021 sebesar
137,14%. Adapun indeks air laut kenaikannya signifikan karena di
sebabkan oleh:

1) Untuk indeks kualitas air laut dihitung dari 25 titik lewat dana
APBN dan 12 titik lewat dana APBD;

2) Adanya perbaikan pada S5 parameter wajib perhitungan indeks
kualitas air laut yaitu TSS, DO, Minyak dan Lemak, ammonia dan
Orto-Fusfat;

3) Kondisi pandemic covid-19 mengakibatkan berkurangnya aktifitas
di darat yang akhirnya akan berdampak pada wilayah laut;

4) Pencampuran air laut lewat proses Up Welling di wilayah-wilayah

perairan di Maluku masih baik.
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SASARAN 2 Terwujudnya Ketahanan Lingkungan terhadap
Perubahan Iklim dan Resiko Bencana

Sasaran ini merupakan penjabaran dari Tujuan “Meningkatkan ketahanan
lingkungan melalui upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
dengan memperhatikan daya dukung daya tampung lingkungan, perubahan
iklim dan resiko bencana” guna mencapai Misi “Pengelolaan Sumber Daya
Alam yang Berkelanjutan”.

Hasil pengukuran Sasaran Terwujudnya Ketahanan Lingkungan terhadap

Perubahan Iklim dan Resiko Bencana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Capaian sasaran Terwujudnya Ketahanan Lingkungan terhadap
Perubahan Iklim dan Resiko Bencana
Tahun 2021

Capalan

Indikator Kinerja Target Realisasi (%)

1 Persentase Penurunan 21,76% 24,20% 111,2 1%
Jumlah Emisi GRK

Rata-Rata Capaian Kinerja 111 21%

Pada tabel 3.3 dapat dijelaskan sebagai berikut;

Capaian sasaran Terwujudnya Ketahanan Lingkungan terhadap
Perubahan Iklim dan Resiko Bencana Tahun 2021 sebesar 111,21%.
Adapun target presentase Penurunan Jumlah Emisi GRK Tahun 2021
sebesar 21,76%. Realisasi presentase Penurunan Jumlah Emisi GRK
Tahun 2021 sebesar 24,20%. Capaian kinerja terjadi kenaikan
signifikan disebabkan oleh Emisi gas rumah kaca di Maluku sampai
dengan tahun 2021 adalah sebesar 8.617,56 Gg COzeq atau 8.617.560
ton COq2eq berdasarkan hasil real inventarisasi GRK. Emisi GRK untuk
Provinsi Maluku ini disumbang berturut-turut dari yang tertinggi ke

yang terendah adalah pada sektor kehutanan 6.213.777 ton COgzeq,
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sektor energi 1.638.198 ton COzeq, sektor pertanian 449.061 ton
CO2eq, dan sektor limbah 316.438 ton CO2eq. Sementara itu, dari hasil
proyeksi kenaikan emisi GRK berdasarkan perhitungan baseline dari
tahun 2000 sampai dengan 2021, diperoleh terjadi penurunan emisi
GRK sebesar 2.748,61 Gg CO2eq atau 2.748.610 ton COzeq dengan
persentase sebesar 24,20. Nilai persentase penurunan ini melebihi

target yang ditetapkan yakni sebesar 21,76%.

SASARAN 3 Terwujudnya Peningkatan Kinerja Pengelolaan
Persampahan

Sasaran ini merupakan pejabaran dari Tujuan “Meningkatkan ketahanan
lingkungan melalui upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
dengan memperhatikan daya dukung daya tampung lingkungan, perubahan
iklim dan resiko bencana” guna mencapai Misi “Pengelolaan Sumber Daya
Alam yang Berkelanjutan”.

Hasil pengukuran sasaran Terwujudnya Peningkatan Kinerja Pengelolaan

Persampahan dapat dilihat pada tabel beriku:

Tabel 3.4
Capaian Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kinerja Pengelolaan
Persampahan Tahun 2021

Indikator Kinerja M 'Realisasi | j};m

Persentase Sampah Terkelola Melalui
1 Pengembangan Kinerja Pengelolaan 24% 20,55% 85,63%
Sampah

Rata-Rata Capaian Kinerja 85 63%

Pada tabel 3.4 dapat dijelaskan sebagai berikut;

Capaian Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kinerja Pengelolaan
Persampahan Tahun 2021 sebesar 85,63%. Adapun target Persentase
Sampah Terkelola Melalui Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah
Tahun 2021 sebesar 24% dan realisasi Persentase Sampah Terkelola
Melalui Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2021 sebesar
20,55%.
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Adapun target Persentase Sampah Terkelola Melalui Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Sampah Tahun 2021 data targetnya terdapat pada Lampiran I
Peraturan Gubernur Maluku Tahun 2020 Tentang Kebijakan dan Strategi
daerah dalam pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga Provinsi Maluku. Pada tabel Terget pengurangan
dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah
tangga tingkat Provinsi Maluku yang indikatornya merupakan target
pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah

tangga dalam Jakstrada.

III. A. 2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021
dan 2020

Dalam tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

membandingkan antara analisasi kinerja tahun ini (2021) dengan tahun

lalu (2020) sebagai berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 1
antara Tahun 2020 dengan Tahun 2021

Real.

Kinerja

Cap.
Kinerja

Real.
Kinerja

Cap.
Kinerja

Indeks Kualitas Udara 90,41 105,74 90,70 105,47
2 | Indeks Kualitas Air 58,41 117,97 55,56 111,45
Sungai
3 | Indeks Kualitas Air Laut 62,14 80,70 86,07 137,14

Berdasarkan tabel 3.5 tersebur diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2020 Untuk indikator kinerja Indeks Kualitas Udara

realisasinya sebesar 90,41 dan capaian kinerjanya sebesar 105,74

sedangkan pada Tahun 2021 indikator kinerja Indeks Kualitas Udara

realisasinya sebesar 90,70 dan capaian kinerjanya sebesar 105,47.

Pada Tahun 2021 terjadi kenaikan signifikan pada realisasi kinerja

Indeks Kualitas Udara dari capaian kinerja di karenakan adanya:

a) Trend kenaikan nilai indeks kualitas udara sebagian besar di

sebabkan oleh kondisi pandemi covid-19;
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b) Curah hujan di Tahun 2021 yang cukup tinggi juga berperan aktif
dalam meningkatkan nilai indeks kualitas udara;

c) Kondisi geografis Provinsi Maluku menguntungkan dalam segi
perputaran/sirkulasi udara, sehingga berpengaruh pada nilai indeks
kualitas udara.

2. Pada Tahun 2020 Untuk indikator kinerja Indeks Kualitas Air Sungai
realisasinya sebesar 58,41 capaian kinerjanya sebesar 117,97 sedangkan
pada Tahun 2021 indikator kinerja Indeks Kualitas Air Sungai
realisasinya sebesar 55,56 dan capaian kinerjanya sebesar 111,45.

Pada Tahun 2021 terjadi kenaikan signifikan pada realisasi kinerja

Indeks Kualitas Air Sungai dari capaian kinerja di karenakan adanya:

a) Perbaikan pada 8 parameter wajib perhitungan indeks kualitas air
yaitu pH, TSS, BOD, COD, DO, Total Fosfat, Fecal Coli dan NO3-N;

b) Trend kenaikan nilai indeks air sungai sebagian besar disebabkan
oleh kondisi pandemic covid-19;

c) Curah hujan di Tahun 2021 yang cukup tinggi menyebabkan proses
pengenceran sehingga nilai ukur parameter di Tahun 2021 cukup
baik.

3. Pada Tahun 2020 Untuk indikator kinerja Indeks Kualitas Air Laut
realisasinya sebesar 62,14 capaian kinerjanya sebesar 80,70 sedangkan
pada Tahun 2021 indikator kinerja Indeks Kualitas Air Laut realisasinya
sebesar 86,07 dan capaian kinerjanya sebesar 137,14.

Pada Tahun 2021 terjadi kenaikan signifikan pada realisasi kinerja
Indeks Kualitas Air Laut dari capaian kinerja di karenakan adanya:

a) Untuk indeks kualitas air laut dihitung dari 25 titik lewat dana APBN
dan 12 titik lewat dana APBD;

b) Adanya perbaikan pada S parameter wajib perhitungan indeks
kualitas air laut yaitu TSS, DO, Minyak dan Lemak, ammonia dan
Orto-Fusfat;

c) Kondisi pandemic covid-19 mengakibatkan berkurangnya aktifitas di
darat yang akhirnya akan berdampak pada wilayah laut;

d) Pencampuran air laut lewat proses Up Welling di wilayah-wilayah

perairan di Maluku masih baik.
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Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 2
antara Tahun 2020 dengan Tahun 2021

2020 2021
L\ () Indikator Kinerja Real. Ca. Real. Ca.
Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja

1 | Persentase Penurunan 24,99% 119,113% 24,20% 111,21%
Jumlah Emisi GRK

Berdasarkan tabel 3.6 tersebur diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:
Pada Tahun 2020 Untuk presentase penurunan jumlah emisi GRK
realisasinya sebesar 24,99% dan capaian kinerjanya sebesar 119,113%.
Capaian kinerja terjadi kenaikan signifikan disebabkan oleh Emisi gas
rumah kaca di Maluku sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar
8.556,31 Gg COqzeq atau 8.556.310 ton COzeq berdasarkan hasil real
inventarisasi GRK. Emisi GRK untuk Provinsi Maluku ini disumbang
berturut-turut dari yang tertinggi ke yang terendah adalah pada sektor
kehutanan 6.169.630 ton CO2eq, sektor energi 1.626.590 ton CO2eq, sektor
pertanian 445.910 ton COZ2eq, dan sektor limbah 314.180 ton CO-2eq.
Sementara itu, dari hasil proyeksi kenaikan emisi GRK berdasarkan
perhitungan baseline dari tahun 2000 sampai dengan 2019, estimasi emisi
GRK tahun 2020 yang diperoleh seharusnya sebesar 11.406,70 Gg CO2eq
atau 11.406.700 ton COz2eq. Dengan demikian proyeksi kenaikan terhadap
data real inventarisasi terjadi penurunan sebesar 2.850,43 Gg CO2eq atau
2.850.430 ton CO2eq dengan persentase sebesar 24,99% (berdasarkan
hasil inventarisasi). Nilai persentase penurunan ini melebihi target yang
ditetapkan yakni sebesar 20,94%.

Sedangkan pada Tahun 2021 presentase penurunan jumlah emisi GRK
realisasinya sebesar 24,20% dan capaian kinerjanya sebesar 111,21%.
Capaian kinerja terjadi kenaikan signifikan disebabkan oleh Emisi gas
rumah kaca di Maluku sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar
8.617,56 Gg COgeq atau 8.617.560 ton COzeq berdasarkan hasil real
inventarisasi GRK. Emisi GRK untuk Provinsi Maluku ini disumbang
berturut-turut dari yang tertinggi ke yang terendah adalah pada sektor

kehutanan 6.213.777 ton CO2eq, sektor energi 1.638.198 ton CO2eq, sektor
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pertanian 449.061 ton CO2eq, dan sektor limbah 316.438 ton CO2eq.
Sementara itu, dari hasil proyeksi kenaikan emisi GRK berdasarkan
perhitungan baseline dari tahun 2000 sampai dengan 2020, diperoleh
terjadi penurunan emisi GRK sebesar 2.748,61 Gg COz2eq atau 2.748.610
ton CO2eq dengan persentase sebesar 24,20. Nilai persentase penurunan

ini melebihi target yang ditetapkan yakni sebesar 21,76%.

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 3
antara Tahun 2020 dengan Tahun 2021

2020 | 2021
L\ () Indikator Kinerja Real. Cap. Real. Cap.

Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja

1 | Persentase Sampah
Terkelola Melalui 17,81% | 80,95% | 20,55% | 85,63%
Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Sampah

Dari tabel 3.7 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada Tahun 2020 Persentase Sampah Terkelola Melalui Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Sampah realisasinya sebesar 17,81% dan capaiannya
sebesar 80,95%. Capaiannya belum mencapai 100% dikarenakan
Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada
tahun 2020 belum mempunyai target pengurangan sampah. Selain itu,
Kabupaten Maluku Barat Daya belum memiliki dokumen Kebijakan dan
Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga.

Pada Tahun 2021 Persentase Sampah Terkelola Melalui Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Sampah realisasinya sebesar 20,55% dan capaiannya
sebesar 85,63%. Capaiannya belum mencapai 100% dikarenakan
Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten
Kepulauan Tanimbar pada tahun 2021 belum mempunyai target
pengurangan sampah. Selain itu, Kabupaten Maluku Barat Daya belum
memiliki dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
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Selain permasalahan di atas terdapat juga permasalahan yang lain yaitu:

1) Belum terbentuknya pelaksanaan 3R terhadap SRT/SSSRT

2) Belum terbentuknya bank sampah induk di sebagian besar
Kabupaten/Kota

3) Kondisi TPS 3R yang terbangun sebagian besar dalam kondisi rusak
sehingga TPS3R tidak berfungsi

III. A. 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini
Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam
Dokumen Renstra

Dalam tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

membandingkan antara analisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan

strategis organisasi sebagai berikut:

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 1
Tahun 2020 dan 2021 serta Tahun AKkhir Periode Renstra

I‘ Indikator Kinerja | R;a(;lzsg = Reza(ilzs; . 'l‘zaggit

1 | Indeks Kualitas Udara 90,41 90,70 88,09
2 | Indeks Kualitas Air Sungai 58,41 55,56 60,46
3 | Indeks Kualitas Air Laut 62,14 86,07 76,69

Dari tabel 3.8 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2020 Capaian indeks kualitas udara realisasinya sebesar
90,41, pada tahun 2021 realisasii Capaian indeks kualitas udara
realisasinya sebesar 90,70 dan pada Tahun 2024 sesuai Surat Edaran
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor
SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4 /2021 tanggal 4 April 2021 di harapkan
targetnya sebesar 88,09.

2. Pada Tahun 2020 capaian indeks kualitas air sungai realisasinya
sebesar 58,41, pada tahun 2021 realisasi capaian indeks kualitas udara
realisasinya sebesar 55,56 dan pada Tahun 2024 sesuai Surat Edaran

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor
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SE.4 /Menlhk/Setjen/KUM.1/4 /2021 tanggal 4 April 2021 di harapkan
targetnya sebesar 60,46.

3. Pada Tahun 2020 Capaian indeks kualitas air laut realisasinya sebesar
62,14, pada tahun 2021 realisasii Capaian indeks kualitas air laut
realisasinya sebesar 85,84 dan pada Tahun 2024 sesuai Surat Edaran
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor
SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4 /2021 tanggal 4 April 2021 di harapkan
targetnya sebesar 76,69.

4. Kerena adanya perubahan RPJMD maka Renstra Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi Maluku mengikuti perubahan RPJMD. Dan Dinas
Lingkungan Hidup sedang melakukan perubahan/revisi Renstra Tahun
2019-2024.

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 2
Tahun 2020 dan 2021 serta Tahun Akhir Periode Renstra

. . . Realisasi Realisasi Target
No Indikator Kinerja 2020 2021 2024
1 | Persentase Penurunan Jumlah 24,99% 24,20% 24,22%
Emisi GRK

Dari tabel 3.9 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada Tahun 2020 Persentase Penurunan Jumlah Emisi GRK realisasinya
sebesar 24,99%, di Tahun 2021 Persentase Penurunan Jumlah Emisi GRK
realisasinya sebesar 24,20%, dan pada Tahun 2024 diharapkan agar

Persentase Penurunan Jumlah Emisi GRK sebesar 24,22%.

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 3
Tahun 2020 dan 2021 serta Tahun akhir periode Renstra

. . . Realisasi Realisasi Target
Indikator Kinerja 2020 2021 2024
1 | Persentase Sampah Terkelola 17,81 20,55 28%
Melalui Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Sampah

Dari tabel 3.10 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:
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Pada Tahun 2020 Persentase Sampah Terkelola Melalui Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Sampah realisasi sebesar 17,18%. Pada Tahun 2021
Persentase Sampah Terkelola Melalui Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Sampah realisasi sebesar 20,55. Dan pada Tahun 2024 sesuai dengan
Peraturan Gubernur Maluku Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan
Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Jenis Sampah Rumah Tangga Provinsi Maluku pada tabel Terget
Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi Maluku di Indikator Terget
Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tanggadalam Jakstranas diharapkan agar Persentase Sampah Terkelola

Melalui Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah sebesar 28%.

III. A. 4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan
/ Penururan Kinerja

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan atau

penurunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran Terwujudnya Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup

Keberhasilan Capaian indeks kualitas lingkungan hidup dapat tercapai
dengan adanya perhitungan Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara,

Indeks Kualitas Air Laut

Uraian Target Realisasi Capaian
IKU 86,00 90,70 105,47
IKA 49,85 55,56 111,45
IKAL 62,76 86,07 137,14

Adapun indeks kualitas udara kenaikannya signifikan karena di

sebabkan oleh:

1) Trend kenaikan nilai indeks kualitas udara sebagian besar di
sebabkan oleh kondisi pandemi covid-19;

2) Curah huyjan di Tahun 2021 yang cukup tinggi juga berperan aktif

dalam meningkatkan nilai indeks kualitas udara;

” L.KIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2021 28



3) Kondisi geografis Provinsi Maluku menguntungkan dalam segi
perputaran/sirkulasi udara, sehingga berpengaruh pada nilai
indeks kualitas udara.

Adapun indeks kualitas air sungai kenaikannya signifikan karena di
sebabkan oleh:

1) Perbaikan pada 8 parameter wajib perhitungan indeks kualitas air
yaitu pH, TSS, BOD, COD, DO, Total Fosfat, Fecal Coli dan NO3-N;

2) Trend kenaikan nilai indeks air sungai sebagian besar disebabkan
oleh kondisi pandemic covid-19;

3) Curah huyjan di Tahun 2021 yang cukup tinggi menyebabkan proses
pengenceran sehingga nilai ukur parameter di Tahun 2021 cukup
baik.

Adapun indeks air laut kenaikannya signifikan karena di sebabkan oleh:

1) Untuk indeks kualitas air laut dihitung dari 25 titik lewat dana
APBN dan 12 titik lewat dana APBD;

2) Adanya yaitu TSS, DO, Minyak dan Lemak, ammonia dan Orto-
Fusfat;

3) Kondisi pandemic covid-19 mengakibatkan berkurangnya aktifitas
di darat yang akhirnya akan berdampak pada wilayah laut;

4) Pencampuran air laut lewat proses Up Welling di wilayah-wilayah

perairan di Maluku masih baik.

. Capaian sasaran Terwujudnya Ketahanan Lingkungan terhadap
Perubahan Iklim dan Resiko Bencana
Pada Tahun 2021 presentase penurunan jumlah emisi GRK capaian
kinerja terjadi kenaikan signifikan disebabkan oleh Emisi gas rumah
kaca di Maluku sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 8.617,56 Gg
CO2eq atau 8.617.560 ton COzeq berdasarkan hasil real inventarisasi
GRK. Emisi GRK untuk Provinsi Maluku ini disumbang berturut-turut
dari yang tertinggi ke yang terendah adalah pada sektor kehutanan
6.213.777 ton COgzeq, sektor energi 1.638.198 ton COzeq, sektor
pertanian 449.061 ton CO2eq, dan sektor limbah 316.438 ton CO2eq.

” L.KTP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2021 29



Sementara itu, dari hasil proyeksi kenaikan emisi GRK berdasarkan
perhitungan baseline dari tahun 2000 sampai dengan 2020, diperoleh
terjadi penurunan emisi GRK sebesar 2.748,61 Gg COzeq atau 2.748.610
ton COq2eq dengan persentase sebesar 24,20. Nilai persentase penurunan

ini melebihi target yang ditetapkan yakni sebesar 21,76%.

3. Capaian Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Pada Tahun 2021 Persentase Sampah Terkelola Melalui Pengembangan

Kinerja Pengelolaan Sampah realisasinya belum mencapai 100%

dikarenakan Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru Selatan,

Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tahun 2021 belum mempunyai

target pengurangan sampah. Selain itu, Kabupaten Maluku Barat Daya

belum memiliki dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Selain permasalahan di atas terdapat juga permasalahan yang lain yaitu:

1) Belum terbentuknya pelaksanaan 3R terhadap SRT/SSSRT

2) Belum terbentuknya bank sampah induk di sebagian besar
Kabupaten/Kota

3) Kondisi TPS 3R yang terbangun sebagian besar dalam kondisi rusak
sehingga TPS3R tidak berfungsi

III. A. 5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Ketersediaan Sumber Daya Manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Maluku belum memadai dan efisien terutama dalam menunjang pencapaian
target kinerja.

Pada tahun 2017 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi
Maluku telah berubah nomenklatur menjadi Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Maluku, maka perlu adanya penambahan Sumber Daya Manusia
agar pada tahun 2022 dapat memadai dan efisien dalam menunjang
pencapaian target kinerja. Jumlah pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup

Provinsi Maluku berjumlah 41 orang pada tahun 2021.
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Adapun anggaran belanja pegawai yaitu belanja tidak langsung sebesar

Rp. 4.155.588.158,- realisasinya sebesar Rp. 3.977.884.849,- atau 95,72%.

Sisa belanja tidak langsung yang tidak terpakai sebesar Rp 177.703.309,-

karena merupakan sisa biaya belanja pegawai dan sisa belanja tambahan

penghasilan.

Adapun rincian belanja tidak langsung sebagai berikut:

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tidak Langsung

_ Realisasi Sisa Anggaran
Uraian Anggaran Sisa Anggaran % |
(Rp) (Rp)

Belanja Tidak 4.155.588.158,- | 3.977.884.849,- | 177.703.309,- | 95,72
Langsung
Belanja Gaji 2.867.900.118,- | 2.795.381.228,- 72.518.890,- | 97,47
Pegawai
Tambahan 1.176.503.398,- | 1.118.303.621,- | 58.199.777,- | 95,05
Penghasilan
Berdasarkan Beban
Kerja PNS
Belanja 105.934.642,- 64.200.000,- | 41.734.642,- | 60,60
Honorarium
Penanggungjawaban
Pengelola Keuangan
Belanja 5.250.000,- - 5.250.000,- 0
Honorarium

Perangkat Unit
Kerja Pengadaan
Barang dan Jasa

(UKPBJ)

Dari tabel 3.11 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.155.588.158,- realisasinya
sebesar Rp. 3.977.884.849,- atau 95,72%. Sisa belanja tidak langsung yang
tidak terpakai sebesar Rp 177.703.309,- atau 4,28% karena merupakan
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sisa biaya belanja gaji pegawai sebesar Rp. 72.518.890,-, tambahan
penghasilan berdasarkan beban kerja PNS sebesar Rp. 58.199.777,- belanja
honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan sebesar Rp.
41.734.642,-, belanja honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang

dan Jasa (UKPBJ) sebesar Rp. 5.250.000,-.

III. A. 6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataaan Kinerja
Berikut adalah tabel realisasi anggaran Program/Kegiatan penunjang

Sasaran 1.

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran Terwujudnya
Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup
Tahun 2021

Program/Kegiatan/Su Anggaran Realisasi Sisa %
b Kegiatan R R S

Program Pengendalian 258.434.994,- 210.552.194,- 47.882.800,- 81,47
Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan
Hidup

Kegiatan Pencegahan
dan/atau Kerusakan
Lingkungan

Koordinasi, Sinkronisasi, 258.434.994,- 210.552.194,- 47.882.800,- 81,47
Dan Pelaksanaan
Pencegahan Pencemaran
1 Lingkungan Hidup
Dilaksanakan Terhadap
Media Tanah, Air, Udara,
Dan Laut

TOTAL 258.434.994,- 210.552.194,- 47.882.800,- 81,47

Melihat data realisasi anggaran di atas dan jika dibandingkan dengan
capaian kinerja sasaran yang mencapai rata-rata 81,47% maka dapat
disimpulkan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku telah melakukan
efisiensi anggaran sebesar Rp. 47.882.800,- atau 18,53% dari total
anggaran penunjang Sasaran 1 yang telah dialokasikan oleh Pemerintah

Provinsi Maluku.
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Untuk di tahun berikutnya dan tahun yang akan datang sasaran strategis
“Capaian indeks kualitas lingkungan hidup” dapat lebih berhasil lagi jika
didukung oleh beberapa faktor dibawah ini antara lain;

1. Adanya penambahan anggaran yang bisa memuat kegiatan Pemantauan
Kualitas air Sungai, Pemantauan kualitas Air Laut, Pemantauan
Kualitas Udara, Pemantauan Kualitas Tutupan Lahan agar bisa
mendukung dalam memperoleh data IKLH yang harus di prioritaskan;

2. Adanya informasi aktual (brosur/pamflet) tentang status mutu air pada
berbagai situasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengendalian dan
terkait dengan pencegahan pencemaran sungai;

3. Adanya pemetaan mengenai pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas
air sungai oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku;

4. Melakukan survei dan pengambilan data pencemaran udara di berbagai
daerah dalam rangka pengambilan kebijakan pengendalian pencemaran
udara perkotaan;

Memberikan informasi kualitas udara kepada masyarakat;

Memberikan informasi tutupan lahan kepada masyarakat.

Berikut adalah tabel realisasi anggaran Program/Kegiatan penunjang

Sasaran 2.

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran Terwujudnya
Ketahanan Lingkungan terhadap Perubahan Iklim dan Resiko
BencanaTahun 2021

M Program/Kegiatan/ Sub Anggaran Realisasi Sisa

Kegiatan (Rp) (Rp)

Program Pengendalian 374.733.403,- 317.460.078,- | 57.273.325,- | 84,72
A Pencemaran dan/atau
Kerusakan LH

Kegiatan Pencegahan
dan/atau Kerusakan
Lingkungan

Koordinasi, Sinkronisasi, 374.733.403,- 317.460.078,- | 57.273.325,- 84,72
Dan Pelaksanaan

1 Pengendalian Emisi Gas
Rumah Kaca, Mitigasi dan
Adaptasi Perubahan Iklim

TOTAL 374.733.403,- | 317.460.078,- | 57.273.325,- | 84,72
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Melihat data realisasi anggaran di atas dan jika dibandingkan dengan
capaian kinerja Sasaran yang mencapai rata 84,72% maka dapat
disimpulkan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku telah melakukan
efisiensi anggaran sebesar Rp. 57.273.325,- atau 15,28% dari total
anggaran penunjang Sasaran 2 yang telah dialokasikan Pemerintah Provinsi

Maluku.

Untuk di tahun berikutnya dan tahun yang akan datang sasaran strategis

“Persentase Penurunan Jumlah Emisi GRK” dapat lebih berhasil lagi jika

didukung oleh beberapa faktor dibawah ini antara lain;

1. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Proklim melalui
aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan mendorong peran
masyarakat dan emua pihak untuk berkontribusi dalam mengurangi
emisi GRK, meningkatkan kapasitas adaptasi dalam menghadapi
bencana terkait iklim yang sering terjadi.

2. Proklim dapat menjadi desa percontohan yang mampu mengelola
kawasannya berbasis ramah lingkungan sehingga mampu menghadapi
efek dari perubahan lingkungan.

3. Penambahan lokasi binaan Proklim Kota Banda agar lebih ditingkatkan
melalui sosialisasi ke semua Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.

4. Dukungan dan kebijakan dari berbagai pihak terkait baik pemerintah
maupun swasta dalam pengembangan Program Kampung Iklim sangat
dibutuhkan demi  terciptanya  program kampung iklim di
Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.

5. Keberlanjutan Proklim akan sangat tergantung kepada pelaksanaan
kegiatan di lokasi yang telah ditetapkan. Kegiatan yang
berkesinambungan dapat dilaksanakan dengan partisipasi aktif dari
seluruh komponen masyarakat.

6. Pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi pada lokasi yang telah
berhasil memperoleh apresiasi dapat menjadi contoh bagi kelompok

masyarakat daerah lain sebagai pembelajaran.
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Berikut adalah tabel realisasi anggaran Program/Kegiatan penunjang

Sasaran 3.

Tabel 3.14
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran Terwujudnya
Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Tahun 2021
Program/Kegiatan/Su Anggaran Realisasi Sisa
b Kegiatan 4 (1339)] L
PROGRAM 253.884.141,- | 234.423.241,- (19.460.900,-| 92,33
PENGENDALIAN

BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN (B3)
DAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH
B3)

Kegiatan
Pengumpulan Limbah
B3 Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
Dalam 1 (Satu) Daerah
Provinsi

Koordinasi Dan 253.884.141,- 234.423.241,- [ 19.460.900,-| 92,33
Sinkronisasi
Pengelolaan Limbah B3
Dengan Pemerintah

1 Pusat Dalam Rangka
Pengangkutan,
Pemanfaatan,
Pengolahan, Dan/Atau
Penimbunan

TOTAL 253.884.141,- | 234.423.241,- |19.460.900,-| 92,33

Melihat data realisasi anggaran di atas dan jika dibandingkan dengan
capaian kinerja sasaran yang mencapai rata-rata 92,33% maka dapat
disimpulkan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku telah melakukan
efisiensi anggaran sebesar Rp. 19.460.900,- atau 37,67% dari total
anggaran penunjang Sasara yang telah dialokasikan oleh Pemerintah

Provinsi Maluku.
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Untuk di tahun berikutnya dan tahun yang akan datang sasaran strategis

“Persentase Sampah Terkelola Melalui Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Sampah” dapat lebih berhasil lagi jika didukung oleh beberapa faktor

dibawah ini antara lain;

1.

Aspek monitoring dan evaluasi kinerja pengelolaan sampah dan
limbah B3 tidak dilengkapi dengan peralatan penunjang yang
memadai seperti Ph Meter dan laser distance meter untuk mengukur

dimensi keruangan TPD LB3

. kurangnya SDM yang menguasasi aspek system, teknis dan

administrasi kinerja pengelolaan limbah B3 dari penghasil limbah

yang bervariasi kegiatan usaha

. Kurangnya alokasi anggaran untuk monev kinerja pengellaan limbah

B3 sehinggak tidak semua pelaku usaha dapat di evaluasi

. RAB pembuatan alat/bahan edukasi berupa komposter, LCO dan bor

biopor belum mengakomodasi beban anggaran tak terduga, sehingga
fluktuasi nilai bahan berimplikasi pada beban anggaran tambahan

dalam proses pembuatan

. Waktu pelaksanaan kegiatan bergeser dari jadwal waktu pelaksanaan

kegiatan yang direncanakan pada alur kas

. Pemberian alat pengolahan sampah belum disertai dengan tutorial

pembuatan maupun pemanfaatan alat/bahan untuk selanjutnya
dapat dipergunakan oleh pengguna dalam mentransformasi

pengetahuan yang sudah diperoleh saat edukasi

. Informasi dan pengetahuan tentang pengelolaan sampah dan peran

masyarakat dalam pengelolaan sampah masih sangat kurang.

B. Capaian Keuangan

Adapaun analisis capaian keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

Maluku pada Tahun 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut:
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Tabel 3.15
Realisasi Anggaran
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2021

Anggaran Realisasi Anggaran
Uraian g: R 2 Sisa %

Belanja Operasi 10.859.584.050,- 9.576.439.630,- 1.283.144.420,- 88,18
Belanja Pegawai 4.370.174.158,- 4.185.096.849,- 185.077.309,- 95.76
Belanja Barang dan 6.489.409.892,- 5.391.342.781,- 1.098.067.111,- 83,08
Jasa

Belanja Modal 335.001.030,- 209.329.730,- 125.671.300,- 62,49
Belanja Modal 209.701.030,- 209.329.730,- 371.300,- 99,82
Peralatan dan
Mesin
Belanja Modal 125.300.000,- 0,- 125.300.000,- 0
Jalan, Jaringan,
dan Irigasi

TOTAL 11.194.585.080,- 9.785.769.360,- | 1.408.815.720,- 87,42

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp.
Rp. 9.785.769.360,-

atau

87,42%

dan sisa

anggaran

11.194.585.080,- realisasi sebesar

sebesar

Rp. 1.408.815.720,- atau 12,58%. Adapun Belanja Operasional terdiri dari :

1. Belanja Operasi sebesar Rp.

10.859.584.050,- realisasi sebesar Rp.

9.576.439.630,- atau 88,18% dan sisa sebesar Rp. 1.283.144.420,- atau

11,82%. Belanja operasional terdiri :

a. Belanja Pegawai anggaran sebesar Rp. 4.370.174.158,- realisasi

sebesar

Rp.

4.185.096.849,-

atau

95.76%  sisa

sebesar

Rp. 185.077.309,- atau 4,24%. Adapun penjelasan sisa anggaran

sebagai berikut:
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No Uraian Pagu Realisasi sisa Alasan
1 |Gaji ASN 2,867,900,118 | 2,795,381,228 72,518,890 |Pembayaran gaji sudah terpenuhi dan sisanya tidak terpakai
2 |Tambahan Penghasilan | 1,176,503,398 | 1,118,303,621 58,199,777 |Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
berdasarkan Beban sudah terpenuhi dan sisanya tidak terpakai
Kerja PNS
3 |Belanja Honorarium 105,934,642 64,200,000 | 41,734,642 [Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola
Penanggungjawaban Keuangan berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64
Pengelola Keuangan Tahun 2020 tentang Strandar harga satuan biaya honorarium Tahun
2021 hanya Pengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Keuangan dan
Bendahara saja yang bisa di bayarkan dan sisanya tidak di bayarkan
4 |Belanja Honorarium 5,250,000 5,250,000 |Pembayaran Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang
Perangkat Unit Kerja dan Jasa (UKPBJ) tidak di bayarkan karena harus masuk di Sub
Pengadaan Barang dan Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor dan
Jasa (UKPBJ) tidak melekat pada belanja pegawai
5 |Belanja Honorarium 214,586,000 | 207,212,000 7,374,000 [Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola
Penanggungjawaban Keuangan tidak terpakai karena pada saat penginputan RKA pada
Pengelola Keuangan SIPD mengaktifkan PPn 10%
Total 4,370,174,158 | 4,185,096,849 | 185,077,309

Belanja Barang dan Jasa anggaran sebesar Rp. 6.489.409.892,-

realisasi sebesar Rp. 5.391.342.781,- atau 83,08% sisa sebesar Rp.
1.098.067.111,- atau 16,92%.

No

Uraian

Pagu

Realisasi

sisa

Alasan

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINS|

1,368,323,755

1,158,491,210

209,832,485

11

KEGIATAN PERENCANAAN,
PENGANGGARAN, DAN
EVALUASI KINERJA PERANGKAT
DAERAH

196,899,542

182,144,342

14,755,200

111

SUBKEGIATAN PENYUSUNAN
DOKUMEN PERENCANAAN
PERANGKAT DAERAH

196,899,542

182144382

14,755,200

Dinas Biasa

12

KEGIATAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN PERANGKAT
DAERAH

99,999,946

70,877,946

29,122,000

121

SUBKEGIATAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PEGAWAI
BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI

99,999,946

10877946

29,122,000

Sisa anggaran tidak terpakai pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa
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No

Uraian

Pagu

Realisasi

sisa

Alasan

13

KEGIATAN ADMINISTRASI
UMUM PERANGKAT DAERAH

425,074,507

334,360,235

90,714,272

131

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN
KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR

5,999,730

5,999,730

132

PENYEDIAAN PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR

19,783,170

19,783,170

133

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN
PERALATAN RUMAH TANGGA

11,207,020

11,207,020

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN
BAHAN LOGISTIK KANTOR

23,999,802

23,999,802

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN
BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN

25,999,985

25,999,985

SUB KEGIATAN FASILITASI
KUNJUNGAN TAMU

11,756,800

11,756,800

SUBKEGIATAN
PENYELENGGARAAN RAPAT
KOORDINASI DAN KONSULTASI
SKPD

326,328,000

235613728

90,714,272

Sisa anggaran tidak terpakai pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa

14

KEGIATAN PENGADAAN
BARANG MILIK DAERAH
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH

18,669,970

18,669,970

SUB KEGIATAN PENGADAAN
GEDUNG KANTOR ATAU
BANGUNAN LAINNYA

18,669,970

18,669,970

Belumterealisasi di karenakan adanya sengkata lahaninsenerator maka
pembangunan TPS Limbah B3 tidak bisa dilanjutkan

15

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

523,764,790

467,193,747

56,571,043

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA
SURAT MENYURAT

1,860,000

1,860,000

152

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER DAYAAIR
DAN LISTRIK

164,400,000

110017115

54,382,885

Sisa anggaran tidak terpakai pada Belanja Tagihan Telepon, Belanja Tagihan Listrik,
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan

153

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA
PELAYANAN UMUM KANTOR

357,504,790

355316632

2,188,158

Sisa anggaran tidak terpakai pada Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN

1.6

KEGIATAN PEMELIHARAAN
BARANG MILIK DAERAH
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

103,915,000

103,915,000

161

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAAN, BIAYA
PEMELIHARAAN, DAN PAJAK
KENDARAAN PERORANGAN
DINAS ATAU KENDARAAN DINAS
JABATAN

78,956,000

78,956,000

162

SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN
PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

24,959,000

24,959,000
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No Uraian Pagu Realisasi sisa Alasan

2 PROGRAM PERENCANAAN 1,409,970,905 989,195,095 420,775,810
LINGKUNGAN HIDUP

2.1 KEGIATAN PENYELENGGARAAN | 1,409,970,905 989,195,095 420,775,810
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS (KLHS) PROVINSI

2.1.1  [SUBKEGIATAN PEMBUATAN DAN 706,093,771 355188631 350,905,140 |Sisa anggarantidak terpakai pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan
PELAKSANAAN KLHS RENCANA Cetak, Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
TATARUANG Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah. Adanya implikasi Undang-Undang Nomor

11Tahun 2020 tentang cipta kerja yang mengharuskan adanya integrasi antara
dokumen rencana tata ruangwilayah dengan dokumen rencana zonasi wilayah pesisir
dan pulau-pulaukecil. dan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang, bahwa rencana tata ruang wilayah
provinsi mencangkup pengaturan perairan pesisir. Dengan kata lain RTRW Provinsi
mencakup perencanaan ruang darat dan ruanglaut. PP Nomor 21 Tahun 2021
mengamanatkan untuk pengintergrasian RZWP3K ke dalam rencana tata ruang wilayah
provinsi. Pelaksanaan pengintegrasian RZWP3K ke dalam revisi RTRW provinsi Maluku
masih dalam tahap proses/belum rampung. Hali ini membatasi tim pembuat KLHS
revisi RTRW untuk melakukan pembuatan dokumen KLHS.

2.1.2 |SUBKEGIATAN PEMBUATAN DAN 703,877,134 634006464 69,870,670 [Sisa anggaran tidak terpakai pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan
PELAKSANAAN KLHS Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer dan Belanja
RPJPD/RPJMD Perjalanan Dinas Biasa

3 PROGRAM PENGENDALIAN 1,954,576,891 | 1,690,070,199 264,506,692
PENCEMARAN DAN/ATAU
KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP

3.1 KEGIATAN PENCEGAHAN 597,636,397 494,172,272 103,464,125
PENCEMARAN DAN/ATAU
KERUSAKAN LINGKUGAN
HIDUP

3.1.1  |SUBKEGIATAN KOORDINASI, 239,822,994 193632194 46,190,800 |Sisa anggaran tidak terpakai pada Belanja Jasa Tenaga Laboratorium, Belanja Sewa
SINKRONISASI, DAN Kendaraan Bermotor Penumpangdan Belanja Perjalanan Dinas Biasa
PELAKSANAAN PENCEGAHAN
PENCEMARAN LINGKUNGAN
HIDUP DILAKSANAKAN
TERHADAP MEDIATANAH, AR,

UDARA, DAN LAUT

3.1.2  |SUBKEGIATAN KOORDINASI, 357,813,403 300540078 57,273,325 |Sisa anggaran tidak terpakai pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan
SINKRONISASI, DAN Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa
PELAKSANAAN PENGENDALIAN
EMISI GAS RUMAH KACA,

MITIGASI DAN ADAPTASI
PERUBAHAN IKLIM

3.2 KEGIATAN PENANGGULANGAN 774,650,703 649,250,066 125,400,637
PENCEMARAN DAN/ATAU
KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP

3.2.1  [SUBKEGIATAN PEMBERIAN 160,649,791 156061428 4,588,363 |Sisa anggaran tidak terpakai pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis
INFORMASI PERINGATAN Kantor dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa
PENCEMARAN DAN/ATAU
KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP PADA MASYARAKAT

3.22  |SUBKEGIATAN PENGHENTIAN 614,000,912 493188638 120,812,274 |Sisa anggaran tidak terpakai pada Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi,
PENCEMARAN DAN/ATAU Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk

KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP

Kegiatan Kantor-Bahan Komputer, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya, Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum,
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan,
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang, Belanja Sewa Kendaraan Bermotor
Angkutan Barang, Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya, Belanja Sewa
Peralatan Umum, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa
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No

Uraian

Pagu

Realisasi

sisa

Alasan

33

KEGIATAN PEMULIHAN
PENCEMARAN DAN/ATAU
KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP

582,289,791

546,647,861

35,641,930

331

SUB KEGIATAN KOORDINASI,
SINKRONISASI DAN
PELAKSANAAN REHABILITASI

582,289,791

546647861

35,641,930

Sisa anggaran tidak terpakai pada Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi,
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Bahan Komputer, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot
Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor
Lainnya, Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Belanja Jasa Penyelaman, Belanja
Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang dan Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

PROGRAM PENGENDALIAN
BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (B3) DANLIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH B3

244,014,141

224,553,241

19,460,900

4.1

KEGIATAN PENGUMPULAN
LIMBAH B3 LINTAS DAERAH
KABUPATEN/KOTA DALAM 1
(SATU) DAERAH PROVINS!

244,014,141

224,553,241

19,460,900

SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN
SINKRONISASI PENGELOLAAN
LIMBAH B3 DENGAN
PEMERINTAH PUSAT DALAM
RANGKA PENGANGKUTAN,
PEMANFAATAN, PENGOLAHAN,
DAN/ATAU

PENIMBUNAN

244,014,141

224553241

19,460,900

Sisa anggaran tidak terpakai pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP IZIN
LINGKUNGAN DAN ZIN
PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP (PPLH)

695,501,702

572,473,978

123,027,124

5.1

KEGIATAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN IZIN
LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH
YANG DITERBITKAN OLEH
PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI

695,501,702

572,473,978

123,027,724

511

SUB KEGIATAN FASILITASI
PEMENUHAN KETENTUAN DAN
KEWAJIBAN IZIN LINGKUNGAN
DAN/ATAU IZIN PPLH

452,761,795

342354595

110,407,200

Sisa anggaran tidak terpakai pada Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan
Ruang-Jasa Perencanaan dan

Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape, dan Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

5.1.2

SUB KEGIATAN PENGAWASAN
USAHA DAN/ATAUKEGIATAN
YANG IZIN LINGKUNGAN HIDUP,
[ZINPPLH YANG DITERBITKAN
OLEH PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI

242,739,907

230119383

12,620,524

Sisa anggaran tidak terpakai pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa
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No

Uraian

Pagu

Realisasi

sisa

Alasan

PROGRAM PENGAKUAN
KEBERADAAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT (MHA),
KEARIFAN LOKAL DAN HAK
MHA YANG TERKAIT DENGAN
PPLH

395,642,865

371,386,465

24,256,400

6.1

KEGIATAN PENINGKATAN
KAPASITAS MHA DAN
KEARIFAN LOKAL,
PENGETAHUAN TRADISIONAL
DANHAK MHA YANG TERKAIT
DENGAN PPLH

395,642,865

371,386,465

24,256,400

6.1.1

SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN,
KEMITRAAN, PENDAMPINGAN
DAN PENGUATAN
KELEMBAGAAN MHA, DAN
KEARIFAN LOKAL,
PENGETAHUAN TRADISIONAL
DANHAK MHA YANG TERKAIT
DENGAN PPLH

395,642,865

371386465

24,256,400

Sisa anggaran tidak terpakai pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa

PROGRAM PENINGKATAN
PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN
PENYULUHAN LINGKUNGAN
HIDUP UNTUK MASYARAKAT

285,899,681

257,205,181

28,694,500

71

KEGIATAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN
PENYULUHAN LINGKUNGAN
HIDUP UNTUK LEMBAGA
KEMASYARAKATAN TINGKAT
DAERAH PROVINSI

285,899,681

257,205,181

28,694,500

111

SUB KEGIATAN PENINGKATAN
KAPASITAS DAN KOMPETENSI
SUMBER DAYAMANUSIA BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

285,899,681

257205181

28,694,500

Sisa anggaran tidak terpakai pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan
Cetak, Belanja Sewa Bangunan dan Gedung Kantor dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa

PROGRAM PENGHARGAAN
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK
MASYARAKAT

135,479,952

127,967,352

7,512,600

8.1

KEGIATAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN LINGKUNGAN
HIDUP TINGKAT DAERAH
PROVINSI

135,479,952

127,967,352

7,512,600

SUB KEGIATAN
PENILAIANKINERIA
MASYARAKAT/ LEMBAGA
MASYARAKAT/DDUNIA
USAHA/DUNIA
PENDIDIKAN/FILANTROP!
DALAM PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP

135,479,952

127967352

7,512,600

Sisa anggaran tidak terpakai pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan
Cetak, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi

Total

6,489,409,892

5,391,342,781

1,098,067,111
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2. Belanja Modal
209.329.730,- atau

37,51%. Belanja modal terdiri :

a. Belanja Modal

sebesar Rp. 335.001.030,-

realisasi

Peralatan dan Mesin anggaran

sebesar Rp.

62,49% dan sisa sebesar Rp. 125.671.300,- atau

sebesar Rp.

209.701.030,- realisasi sebesar Rp. 209.329.730,- atau 99,82% sisa

sebesar Rp. 371.300,- atau 0,18%.

No Uraian Pagu Realisasi sisa Alasan
1 PROGRAM PENUNJANG 209,701,030 | 209,329,730 371,300
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI
11  |KEGIATAN URUSAN 209,701,030 | 209,329,730 371,300
PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
1.1.1 |SUB KEGIATAN PENYEDIAAN 209,701,030 209,329,730 371,300 |Sisa anggaran tidak terpakai
PERALATAN DAN pada Belanja Modal Mebel dan
PERLENGKAPAN KANTOR Belanja Modal Peralatan
Personal Computer
Total 209,701,030 | 209,329,730 371,300

b. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi anggaran sebesar Rp.

125.300.000,-realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0% sisa sebesar Rp.
125.300.000,- atau 100%.

No Uraian Pagu Realisasi sisa Alasan
1 PROGRAM PENUNJANG 125,300,000 - 125,300,000
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI
1.1 KEGIATAN PENGADAAN 125,300,000 - 125,300,000
BARANG MILIK DAERAH
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
1.1.1 |SUB KEGIATAN PENGADAAN 125,300,000 125,300,000 |Belum terealisasi di karenakan
GEDUNG KANTOR ATAU adanya sengkata lahan insenerator
BANGUNAN LAINNYA maka pembangunan TPS Limbah B3
tidak bisa di lanjutkan
Total 125,300,000 - 125,300,000
Berikut adalah capaian keuangan Program/Kegiatan penunjang

keberhasilan pencapaian Sasaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

Maluku pada Tahun 2021:
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Program/Kegiatan/Sub Anggaran
Kegiatan R

Tabel 3.16

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan
Penunjang Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2021

SUMBER DANA APBD

Realisasi
Anggaran

(Rp)

Sisa Anggaran o
R (o]

1.

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

5.877.062.943,-

5.360.225.849,-

516.837.094,-

91,21

Kegiatan
Perencanaan,
Penganggaran, Dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

211.419.542,-

196.664.342,-

14.755.200,-

93,02

Sub Kegiatan
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah

211.419.542,-

196.664.342,-

14.755.200,-

93,02

Kegiatan
Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah

4.155.588.158,-

3.977.884.849,-

177.703.309,-

95,72

Sub Kegiatan
Penyediaan Gaji Dan
Tunjangan ASN

4.155.588.158,-

3.977.884.849,-

177.703.309,-

95,72

Kegiatan
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

99.999.946,-

70.877.946,-

29.122.000,-

70,88

Sub Kegiatan
Pendidikan Dan
Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas
Dan Fungsi

99.999.946,-

70.877.946,-

29.122.000,-

70,88

Kegiatan
Administrasi Umum
Perangkat Daerah

634.775.537,-

543.689.965,-

91.085.572,-

85,65

Sub Kegiatan
Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

5.999.730,-

5.999.730,-

0,-

100

Sub Kegiatan
Penyediaan Peralatan
Dan Perlengkapan
Kantor

229.484.200,-

229.112.900,-

371.300,-

99,84
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Realisasi

Program/Kegiatan/Sub Anggaran Aneearan Sisa Anggaran o
. gg
Kegiatan (Rp) (Rp) ——
100

Sub Kegiatan
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga

11.207.020,-

11.207.020,-

0,-

Sub Kegiatan
Penyediaan Bahan
Logistik Kantor

23.999.802,-

23.999.802,-

100

Sub Kegiatan
Penyediaan Barang
Cetakan Dan
Penggandaan

25.999.985,-

25.999.985,-

100

Sub Kegiatan
Fasilitasi Kunjungan
Tamu

11.756.800,-

11.756.800,-

0,-

100

Sub Kegiatan
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Skpd

326.328.000,-

235.613.728,-

90.714.272,-

72,20

Kegiatan Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

147.599.970,-

147.599.970,-

Sub Kegiatan
Pengadaan Gedung
Kantor Atau
Bangunan Lainnya

147.599.970,-

147.599.970,-

Kegiatan
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

523.764.790,-

467.193.747,-

56.571.043,-

89,20

Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat

1.860.000,-

1.860.000,-

0,-

100

Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik

164.400.000,-

110.017.115,-

54.382.885,-

66,92

Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

357.504.790,-

355.316.632,-

2.188.158,-

99,39

Kegiatan
Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

103.915.000,-

103.915.000,-

100
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Realisasi

Program/Kegiatan/Sub Anggaran Aneearan Sisa Anggaran o
. gg
Kegiatan (Rp) (Rp) ——
100

Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaaan, Biaya
Pemeliharaan, Dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas
Atau Kendaraan
Dinas Jabatan

78.956.000,-

78.956.000,-

0,-

Sub Kegiatan
Pemeliharaan
Peralatan Dan Mesin
Lainnya

24.959.000,-

24.959.000,-

100

PROGRAM
PERENCANAAN
LINGKUNGAN HIDUP

1.448.610.905,-

1.027.835.095,-

420.775.810,-

70,95

Kegiatan
Penyelenggaraan
Kajian Lingkungan
Hidup

Strategis (KLHS)
Provinsi

1.448.610.905,-

1.027.835.095,-

420.775.810,-

70,95

Sub Kegiatan
Pembuatan Dan
Pelaksanaan Klhs
Rencana Tata Ruang

725.413.771,-

374.508.631,-

350.905.140,-

51,63

Sub Kegiatan
Pembuatan Dan
Pelaksanaan Klhs
RPJPD /RPJMD

723.197.134,-

653.326.464,-

69.870.670,-

90,34

PROGRAM
PENGENDALIAN
PENCEMARAN
DAN/ATAU
KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP

2.033.910.891,-

1.765.660.199,-

268.250.692,-

86,81

Kegiatan
Pencegahan
Pencemaran
Dan/Atau
Kerusakan

Lingkugan Hidup

633.168.397,-

528.012.272,-

105.156.125,-

83,39

Sub Kegiatan
Koordinasi,
Sinkronisasi, Dan
Pelaksanaan
Pencegahan
Pencemaran
Lingkungan Hidup
Dilaksanakan
Terhadap Media
Tanah, Air, Udara,

258.434.994,-

210.552.194,-

47.882.800,-

81,47
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Program/Kegiatan/Sub Anggaran f:ah:;s:l Sisa Anggaran o
. gg
Kegiatan (Rp) (Rp) ——

Dan Laut

Sub Kegiatan
Koordinasi,
Sinkronisasi, Dan
Pelaksanaan
Pengendalian Emisi
Gas Rumah Kaca,
Mitigasi Dan Adaptasi
Perubahan Iklim

374.733.403,-

317.460.078,-

57.273.325,-

84,72

Kegiatan
Penanggulangan
Pencemaran
Dan/Atau
Kerusakan
Lingkungan Hidup

800.742.703,-

673.290.066,-

127.452.637,-

84,08

Sub Kegiatan
Pemberian Informasi
Peringatan
Pencemaran
Dan/Atau Kerusakan
Lingkungan Hidup
Pada Masyarakat

165.489.791,-

160.901.428,-

4.588.363,-

97,23

Sub Kegiatan
Penghentian
Pencemaran
Dan/Atau Kerusakan
Lingkungan Hidup

635.252.912,-

512.388.638,-

122.864.274,-

80,66

Kegiatan Pemulihan
Pencemaran
Dan/Atau
Kerusakan
Lingkungan Hidup

599.999.791,-

564.357.861,-

35.641.930,-

94,06

Sub Kegiatan
Koordinasi,
Sinkronisasi Dan
Pelaksanaan
Rehabilitasi

599.999.791,-

564.357.861,-

35.641.930,-

94,06

PROGRAM
PENGENDALIAN
BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN (B3)
DAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH
B3)

253.884.141,-

234.423.241,-

19.460.000,-

92,33

Kegiatan
Pengumpulan
Limbah B3 Lintas
Daerah
Kabupaten/Kota
Dalam 1 (Satu)

253.884.141,-

234.423.241,-

19.460.000,-

92,33
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Program/Kegiatan/Sub Anggaran f:ah:;s:l Sisa Anggaran o
. gg
Kegiatan (Rp) (Rp) ——

Daerah Provinsi

Sub Kegiatan
Koordinasi Dan
Sinkronisasi
Pengelolaan Limbah
B3 Dengan
Pemerintah Pusat
Dalam Rangka
Pengangkutan,
Pemanfaatan,
Pengolahan,
Dan/Atau
Penimbunan

253.884.141,-

234.423.241,-

19.460.000,-

92,33

PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
TERHADAP IZIN
LINGKUNGAN DAN
I1ZIN
PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
(PPLH)

721.373.702,-

598.345.978,-

123.027.724,-

82,95

Kegiatan Pembinaan
Dan Pengawasan
Izin Lingkungan Dan
Izin PPLH Yang
Diterbitkan Oleh
Pemerintah Daerah
Provinsi

721.373.702,-

598.345.978,-

123.027.724,-

82,95

Sub Kegiatan
Fasilitasi Pemenuhan
Ketentuan Dan
Kewajiban Izin
Lingkungan
Dan/Atau Izin PPLH

471.373.795,-

360.966.595,-

110.407.200,-

76,58

Sub Kegiatan
Pengawasan Usaha
Dan/Ataukegiatan
Yang Izin Lingkungan
Hidup, Izin PPLH
Yang Diterbitkan
Oleh Pemerintah
Daerah Provinsi

249.999.907,-

237.379.383,-

12.620.524,-

94,95

PROGRAM
PENGAKUAN
KEBERADAAN
MASYARAKAT
HUKUM ADAT
(MHA), KEARIFAN

409.742.865,-

385.486.465,-

24.256.400

94,08

v L.KIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2021

48




Program/Kegiatan/Sub Anggaran f:ah:;s:l Sisa Anggaran o
. gg
Kegiatan (Rp) (Rp) ——

LOKAL DAN HAK
MHA YANG
TERKAIT DENGAN
PPLH

Kegiatan
Peningkatan
Kapasitas MHA Dan
Kearifan Lokal,
Pengetahuan
Tradisional Dan Hak
MHA Yang Terkait
Dengan PPLH

409.742.865,-

385.486.465,-

24.256.400

94,08

Sub Kegiatan
Pemberdayaan,
Kemitraan,
Pendampingan Dan
Penguatan
Kelembagaan MHA,
Dan Kearifan Lokal,
Pengetahuan
Tradisional Dan Hak
MHA Yang Terkait
Dengan PPLH

409.742.865,-

385.486.465,-

24.256.400

94,08

PROGRAM
PENINGKATAN
PENDIDIKAN,
PELATIHAN DAN
PENYULUHAN
LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK
MASYARAKAT

299.999.681,-

271.305.181,-

28.694.500,-

90,44

Kegiatan
Penyelenggaraan
Pendidikan,
Pelatihan, Dan
Penyuluhan
Lingkungan Hidup
Untuk Lembaga
Kemasyarakatan
Tingkat Daerah
Provinsi

299.999.681,-

271.305.181,-

28.694.500,-

90,44

Sub Kegiatan
Peningkatan
Kapasitas Dan
Kompetensi Sumber
Daya Manusia Bidang
Lingkungan Hidup
Untuk Lembaga
Kemasyarakatan

299.999.681,-

271.305.181,-

28.694.500,-

90,44

PROGRAM

149.999.952,-

142.487.352,-

7.512.600,-

94,99
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Pro ram/ Kegiatan/Sub An aran st Sisa Anggaran

__Anggaran _ /o
Keglatan (Rp) Anggaran (Rp)

' PENGHARGAAN |
LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK
MASYARAKAT
Kegiatan Pemberian 149.999.952,- 142.487.352,- 7.512.600,- | 94,99
Penghargaan
Lingkungan Hidup
Tingkat Daerah
Provinsi

Sub Kegiatan 149.999.952,- 142.487.352,- 7.512.600,- | 94,99
Penilaian Kinerja
Masyarakat/Lembaga
Masyarakat/Ddunia
Usaha/Dunia
Pendidikan /Filantropi
Dalam Perlindungan
Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

11.194.585.080,- | 9.785.769.360,- | 1.408.815.720,- | 87,42

TOTAL

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:
Anggaran Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2021 sebesar Rp.
11.194.585.080,- realisasinya sebesar Rp. 9.785.769.360,- atau 87,42% dan
sisa angaran sebesar Rp. 1.408.815.720,- atau 12,58% yang terdiri dari :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah
Anggaran pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2021 sebesar Rp.
211.419.542,- realisasinya sebesar Rp. 196.664.342,- atau
93,02% dan sisa angaran sebesar Rp. 14.755.200,- atau 6,98%.
Adapun sisa anggaran pada Sub Kegiatan Penyusunan
Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2021 terdapat
pada belanja paket pengiriman sebesar Rp. 550.500,- dan sisa
perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 14.204.700,-
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b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Anggaran pada Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah Tahun 2021 sebesar Rp. 4.155.588.158,- realisasinya
sebesar Rp. 3.977.884.849,- atau 95,72% dan sisa angaran
sebesar Rp. 177.703.309,- atau 4,28%. Adapun sisa anggaran
pada Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Tahun 2021 terdapat pada Belanja Gaji Pokok PNS sebesar Rp.
50.171.666,-, Belanja Tunjangan Jabatan PNS sebesar Rp.
11.880.000,-, Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS
sebesar Rp. 10.340.000,-, Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan
Khusus PNS sebesar Rp. 1.292.135,-, Belanja Pembulatan Gaji
PNS sebesar Rp. 75.848,-, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan
PNS sebesar Rp. 465.176,-, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan
Kerja PNS sebesar Rp. 415.828,- Belanja Iuran Jaminan
Kematian PNS sebesar Rp. 335.183,-, Tambahan Penghasilan
berdasarkan Beban Kerja PNS sebesar Rp. 58.199.777,-, Belanja
Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sebesar
Rp. 41.734.642,-, Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja
Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebesar Rp. 5.250.000,-.
Adapun pada Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah Tahun 2021 terdapat kekurangan belanja pada Belanja
Tunjangan Keluarga PNS sebesaar (Rp. 1.298.226,-) dan Belanja
Tunjangan Beras PNS sebesar (Rp. 1.158.720,-) namun sudah
dikoordinasikan dengan bagian Anggaran dan BUD dan
kebijakannya adalah di ambil dari sisa pagu penyediaan gaji
yang lebih agar bias membayar gaji pegawai di Tahun 2021.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1) Sub kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan
Tugas Dan Fungsi
Anggaran pada Sub Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Tahun 2021 sebesar Rp.
99.999.946,- realisasinya sebesar Rp. 70.877.946,- atau 70,88%
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dan sisa angaran sebesar Rp. 29.122.000,- atau 29,17%.
Adapun sisa anggaran pada Sub Kegiatan Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2021 terdapat pada belanja
perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 29.122.000,-

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tahun 2021 sebesar Rp.
5.999.730,- realisasinya sebesar Rp. 5.999.730,- atau 100%.

2) Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan
Perlengkapan Kantor Tahun 2021 sebesar Rp. 229.484.200,-
realisasinya sebesar Rp. 229.112.900,- atau 99,84% dan sisa
angaran sebesar Rp. 371.300,- atau 0,16%. Adapun sisa
anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan
Perlengkapan Kantor terdapat pada belanja modal mebel
sebesar Rp. 371.250,- dan belanja modal peralatan personal
computer sebesar Rp. 50,-

3) Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga Tahun 2021 sebesar Rp. 11.207.020,- realisasinya
sebesar Rp. 11.207.020,- atau 100%.

4) Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Tahun 2021 sebesar Rp. 23.999.802,- realisasinya sebesar Rp.
23.999.802,- atau 100%.

5) Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan Tahun 2021 sebesar Rp. 25.999.985,- realisasinya
sebesar Rp. 25.999.985,- atau 100%.
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6) Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Anggaran pada Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tahun
2021 sebesar Rp. 11.756.800,- realisasinya sebesar Rp.
11.756.800,- atau 100%.

7) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi SKPD
Anggaran pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi Dan Konsultasi SKPD Tahun 2021 sebesar Rp.
326.328.000,- realisasinya sebesar Rp. 235.613.728,- atau
72,20% dan sisa angaran sebesar Rp. 90.714.272,- atau
27,80%. Adapun sisa anggaran pada Sub Kegiatan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
terdapat pada belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp.
90.714.272,-.

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

1) Sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan
Lainnya
Anggaran pada Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor Atau
Bangunan Lainnya Tahun 2021 sebesar Rp. 147,599.970,-
realisasinya sebesar Rp. 0,- atau 0% dan sisa angaran sebesar
Rp. 147,599.970,- atau 100%. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung
Kantor Atau Bangunan Lainnya Tahun 2021 tidak terealisasi
karena adanya sengkata lahan insenerator maka pembangunan
TPS Limbah B3 tidak bisa di lanjutkan.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Sub Kegiatan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat
Tulis Kantor
Anggaran pada Sub Kegiatan Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Tahun 2021 sebesar Rp.
1.860.000,- realisasinya sebesar Rp. 1.860.000,- atau 100% dan

sisa angaran sebesar Rp. 0,- atau 0%.
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2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan Listrik
Anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik Tahun 2021 sebesar Rp.
164.400.000,- realisasinya sebesar Rp. 110.017.115,- atau
66,92% dan sisa angaran sebesar Rp. 54.382.885,- atau
33,08%. Adapun sisa anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik terdapat pada
belanja tagihan telepon sebesar Rp. 10.756.269,-, belanja
tagihan listrik sebesar rp. 15.776.616,- belanja
kawat/faksimili/internet/TV  berlangganan sebesar  Rp.
27.850.000,-.

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor Tahun 2021 sebesar Rp. 357.504.790,-
realisasinya sebesar Rp. 355.316.632,- atau 99,39% dan sisa
angaran sebesar Rp. 2.188.158,- atau 0,61%. Adapun sisa
anggaran pada Sub Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
terdapat pada belanja iuran jaminan kesehatan bagi non asn
sebesar Rp. 2.188.158,-.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaaan, Biaya
Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau
Kendaraan Dinas Jabatan
Anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaaan,
Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
Atau Kendaraan Dinas Jabatan Tahun 2021 sebesar Rp.
78.956.000,- realisasinya sebesar Rp. 78.956.000,- atau 100%.

2) Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
Anggaran pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan
Mesin Lainnya Tahun 2021 sebesar Rp. 24.959.000,-
realisasinya sebesar Rp. 24.959.000,- atau 100%.
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2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

a. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Provinsi

1)

2)

Sub kegiatan Pembuatan Dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata
Ruang

Anggaran pada Sub Kegiatan Pembuatan Dan Pelaksanaan KLHS
Rencana Tata Ruang Tahun 2021 sebesar Rp. 725.413.771,-
realisasinya sebesar Rp. 374.508.631,- atau 51,63% dan sisa
angaran sebesar Rp. 350.905.140,- atau 48,37%. Adapun sisa
anggaran pada Sub Kegiatan Pembuatan Dan Pelaksanaan KLHS
Rencana Tata Ruang terdapat pada belanja alat/bahan untuk
kegiatan kantor-bahan cetak sebesar Rp. 718.740,-, belanja jasa
konsultasi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan
wilayah sebesar Rp. 350.000.000,- dan belanja perjalanan dinas
biasa sebesar Rp. 186.400,-

Sub kegiatan Pembuatan Dan Pelaksanaan Klhs RPJPD/RPJMD
Anggaran pada Sub Kegiatan Pembuatan Dan Pelaksanaan Klhs
RPJPD/RPJMD Tahun 2021 sebesar Rp. 723.197.134,-
realisasinya sebesar Rp. 653.326.464,- atau 90,34% dan sisa
angaran sebesar Rp. 69.870.670,- atau 9,66%. Adapun sisa
anggaran pada Sub Kegiatan Pembuatan Dan Pelaksanaan KLHS
RPJPD/RPJMD terdapat pada belanja belanja alat/bahan untuk
kegiatan kantor-bahan cetak sebesar Rp. 3.870.790,-, belanja
alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer sebesar Rp.
491.480,- dan belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp.

65.508.400,-.

3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan

Hidup

a.

Kegiatan Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkugan

Hidup

1)

Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan
Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan

Terhadap Media Tanah, Air, Udara, Dan Laut
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Anggaran pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Dan
Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, Dan Laut
Tahun 2021 sebesar Rp. 258.434.994,- realisasinya sebesar Rp.
210.552.194,- atau 81,47% dan sisa angaran sebesar Rp.
47.882.800,- atau 18,53%. Adapun sisa anggaran pada Sub
Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pencegahan
Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media
Tanah, Air, Udara, Dan Laut terdapat pada belanja honorarium
penanggungjawaban pengelola keuangan sebesar Rp. 1.692.000,-
belanja jasa tenaga laboratorium sebesar Rp. 12.576.000,-,
belanja sewa kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp.
3.450.000,- dan belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp.
30.164.800,-.

2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan
Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi Dan Adaptasi
Perubahan Iklim
Anggaran pada Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Dan
Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi Dan
Adaptasi Perubahan Iklim Tahun 2021 sebesar Rp. 374.733.403,-
realisasinya sebesar Rp. 317.460.078,- atau 84,72% dan sisa
angaran sebesar Rp. 57.273.325,- atau 15,92%. Adapun sisa
anggaran pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Dan
Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi Dan
Adaptasi Perubahan Ilklim terdapat pada belanja alat/bahan
untuk kegiatan kantor-bahan cetak sebesar Rp. 1.925,-, belanja
belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp. 906.000,-, dan
belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 56.365.400,-.

b. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan

Lingkungan Hidup

1) Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran

Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat
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Anggaran pada Sub kegiatan Pemberian Informasi Peringatan
Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada
Masyarakat Tahun 2021 sebesar Rp. 165.489.791,- realisasinya
sebesar Rp. 160.901.428,- atau 97,23% dan sisa angaran sebesar
Rp. 4.588.363,- atau 2,77%. Adapun sisa anggaran pada Sub
kegiatan Penghentian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan
Lingkungan Hidup terdapat pada belanja alat/bahan untuk
kegiatan kantor-alat tulis kantor sebesar Rp. 78.446,-, dan
belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 4.509.917,-.

2) Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan
Lingkungan Hidup
Anggaran pada Sub kegiatan Penghentian Pencemaran Dan/Atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Tahun 2021 sebesar Rp.
635.252.912,- realisasinya sebesar Rp. 512.388.638,- atau 80,66%
dan sisa angaran sebesar Rp. 122.864.274,- atau 19,34%.
Adapun sisa anggaran pada Sub kegiatan Penghentian
Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada
belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan
sebesar Rp. 2.052.000,-, belanja bahan-bahan bangunan dan
konstruksi sebesar Rp. 3.793.350,-, belanja alat/bahan untuk
kegiatan kantor-alat tulis kantor sebesar Rp. 72.724,-, belanja
alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan computer sebesar Rp.
645.700,-, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan
untuk kegiatan kantor lainnya sebesar Rp. 39.364.600,-, belanja
jasa tenaga pelayanan umum sebesar Rp. 13.010.000,- belanja
jasa tenaga kebersihan sebesar Rp. 13.200.000,-, belanja jasa
iklan /reklame, film, dan pemotretan sebesar Rp. 1.500.000,-,
belanja sewa kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp.
825.000,-, belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang
sebesar Rp. 5.500.000,-, belanja sewa alat angkutan apung
bermotor lainnya sebesar Rp. 3.300.000,-, belanja sewa peralatan
umum sebesar Rp. 17.875.000,-, dan belanja perjalanan dinas

biasa sebesar Rp. 21.725.900,-.
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c. Kegiatan Pemulihan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan
Hidup
1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan
Rehabilitasi
Anggaran pada Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Dan
Pelaksanaan Rehabilitasi Tahun 2021 sebesar Rp. 599.999.791,-
realisasinya sebesar Rp. 564.357.861,- atau 94,06% dan sisa
angaran sebesar Rp. 35.641.930,- atau 5,94%. Adapun sisa
anggaran pada Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Dan
Pelaksanaan Rehabilitasi terdapat pada belanja bahan-bahan
bangunan dan konstruksi sebesar Rp. 11.770,-, belanja
alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor sebesar Rp.
9.000,-, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan
computer sebesar Rp. 26.910,-, belanja alat/bahan untuk
kegiatan kantor-perabot kantor sebesar Rp. 47.850,-, belanja
alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan
kantor lainnya sebesar Rp. 17.732.000,-, belanja jasa tenaga
pelayanan umum sebesar Rp. 985.000,-, belanja jasa
penyelaman sebesar Rp. 60.000,-, belanja sewa alat angkutan
apung bermotor untuk penumpang sebesar Rp. 200.000,- dan
belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 16.569.400,-.
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah
Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
a. Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
1) Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah
B3 Dengan Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pengangkutan,
Pemanfaatan, Pengolahan, Dan/Atau Penimbunan
Anggaran pada Sub kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi
Pengelolaan Limbah B3 Dengan Pemerintah Pusat Dalam Rangka
Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, Dan/Atau
Penimbunan Tahun 2021 sebesar Rp. 253.884.141,- realisasinya
sebesar Rp. 234.423.241,- atau 92,33% dan sisa angaran sebesar
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Rp. 19.460.900,- atau 7,67%. Adapun sisa anggaran pada Sub
kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3
Dengan Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pengangkutan,
Pemanfaatan, Pengolahan, Dan/Atau Penimbunan terdapat pada

belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 19.460.900,-.

5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan

Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

a. Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Izin Lingkungan Dan Izin Pplh

Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi

1)

2)

Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Dan Kewajiban Izin
Lingkungan Dan/Atau Izin PPLH

Anggaran pada Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Dan
Kewajiban Izin Lingkungan Dan/Atau Izin PPLH Tahun 2021
sebesar Rp. 471.373.795,- realisasinya sebesar Rp. 360.966.595,-
atau 76,58% dan sisa angaran sebesar Rp. 110.407.200,- atau
23,42%. Adapun sisa anggaran pada Sub kegiatan Fasilitasi
Pemenuhan Ketentuan Dan Kewajiban Izin Lingkungan Dan/Atau
Izin PPLH terdapat pada belanja jasa konsultansi perencanaan
penataan ruang-jasa perencanaan dan perancangan lingkungan
bangunan dan landscape sebesar Rp. 102.400.000,-, belanja
perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 8.007.200,-.

Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Dan/Ataukegiatan Yang Izin
Lingkungan Hidup, Izin PPLH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah
Daerah Provinsi

Anggaran pada Sub kegiatan Pengawasan Usaha
Dan/Ataukegiatan Yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH Yang
Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2021 sebesar
Rp. 249.999.907,- realisasinya sebesar Rp. 237.379.383,- atau
94,95% dan sisa angaran sebesar Rp. 12.620.524,- atau 5,05%.
Adapun sisa anggaran pada Sub kegiatan Pengawasan Usaha
Dan/Ataukegiatan Yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH Yang
Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi terdapat pada
belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 12.620.524,-.
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6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA),
Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH.
a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA DAN Kearifan Lokal,
Pengetahuan Tradisional Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH
1) Sub Kegiatan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan Dan
Penguatan Kelembagaan MHA, Dan Kearifan Lokal, Pengetahuan
Tradisional Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH
Anggaran pada Sub kegiatan Pemberdayaan, Kemitraan,
Pendampingan Dan Penguatan Kelembagaan MHA, Dan Kearifan
Lokal, Pengetahuan Tradisional Dan Hak MHA Yang Terkait
Dengan PPLH Tahun 2021 sebesar Rp. 409.742.865,- realisasinya
sebesar Rp. 385.486.465,- atau 94,08% dan sisa angaran sebesar
Rp. 24.256.400,- atau 5,92%. Adapun sisa anggaran pada Sub
kegiatan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan Dan
Penguatan Kelembagaan MHA, Dan Kearifan Lokal, Pengetahuan
Tradisional Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH terdapat
pada belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 24.256.400,-.
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan
Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan
Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Provinsi
1) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Dan Kompetensi Sumber
Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga
Kemasyarakatan
Anggaran pada Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Dan
Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup
Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tahun 2021 sebesar Rp.
299.999.681,- realisasinya sebesar Rp. 271.305.181,- atau 90,44%
dan sisa angaran sebesar Rp. 28.694.500,- atau 9,56%. Adapun
sisa anggaran pada Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Dan
Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup

Untuk Lembaga Kemasyarakatan terdapat pada belanja
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alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak sebesar
Rp. 1.983.500,-, belanja sewa bangunan dan gedung kantor
sebesar Rp. 3.850.000,- belanja perjalanan dinas biasa sebesar
Rp. 22.861.000,-.
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
a. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah
Provinsi
1) Sub Kegiatan Penilaian kinerja Masyarakat/Lembaga
Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi Dalam
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Anggaran pada Sub kegiatan Penilaian kinerja
Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia
Pendidikan/Filantropi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Tahun 2021 sebesar Rp. 149.999.952,-
realisasinya sebesar Rp. 142.487.352,- atau 94,99% dan sisa
angaran sebesar Rp. 7.512.600,- atau 5,01%. Adapun sisa
anggaran pada Sub kegiatan Penilaian kinerja
Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia
Pendidikan/Filantropi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup terdapat pada belanja alat/bahan untuk
kegiatan kantor-bahan cetak sebesar Rp. 57.600,-, belanja sewa
bangunan dan gedung kantor sebesar Rp. 3.850.000,- belanja
perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 5.255.000,-, dan belanja

penghargaan atas suatu prestasi sebesar Rp. 2.200.000,-.
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BAB IV
PENUTUP

A. Masalah dan Hambatan Pencapaian Kinerja
ebagaimana telah dijelaskan dalam bagian evaluasi kinerja di
Bab III bahwa secara umum kinerja Dinas Lingkungan Hidup

Provinsi Maluku Tahun 2021 adalah “sangat memuaskan”,

S

dirasakan pada pelaksanaan program/kegiatan. Secara umum masalah

namun ada saja beberapa masalah dan hambatan yang cukup

dan hambatan pencapaian kinerja meliputi:

1. Terdapat beberapa kegiatan yang tidak di danai dalam anggaran
Tahun 2020, padahal kegiatan tersebut merupakan terget dari kinerja
Lingkungan Hidup.

2. Keterbatasan sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup
dalam implementasi pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan.

3. Peraturan tentang lingkungan hidup di daerah yang belum optimal

mendukung kegiatan di bidang lingkungan hidup.

Munculnya berbagai masalah dan hambatan dalam
penyelenggaraan program/kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Maluku disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor — faktor tersebut antara
lain:

1. Pengorganisasian
Sebagaimana diketahui bahwa pengorganisasian dimaksudkan
untuk membantu setiap penyelenggara  program/kegiatan.
Pengorganisasian sumber-sumber inilah yang belum dilakukan
secara jelas dan rinci sehingga menjadi salah satu faktor kegiatan
mengalami hambatan dalam pelaksanaannya.

2. Personil
Kesiapan penyelenggara kegiatan terutama kemampuan teknis

operasional masih sangat terbatas, disamping multi persepsi dari
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masing-masing  personil turut menghambat terlaksananya
program/kegiatan. Disamping itu pula kesiapan sumber daya
manusia di bidang lingkungan hidup perlu di tingkatkan dalam

bentuk pendidikan dan pelatihan.

B. Saran

Dalam rangka mengatasi berbagai masalah dan hambatan yang

terjadi dalam pencapaian kinerja tahun 2021, maka disampaikan saran

sebagai berikut:

1.

Diharapkan pada Tahun 2022 kegiatan-kegiatan yang merupakan
indikator kinerja utama di prioritaskan sehingga bisa menjawabkan
permasalahan lingkungan dengan baik.

Perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang kompeten
di bidang lingkungan hidup dalam bentuk pendidikan dan pelatihan
yang sifatnya reguler.

Perlu adanya peraturan daerah bidang lingkungan hidup yang
menunjang kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan kondisi

lingkungan di Provinsi Maluku.

C. Rekomendasi

Usulan revisi Perjanjian Kinerja (PK) jika dalam perjalanan terdapat

rasionalisasi anggaran atau hal-hal lain yang mengakibatkan tidak

tercapainya target kinerja sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam

Perjanjian Kinerja (PK) tahun bersangkutan.

D. Kesimpulan

Adapun kesimpulan mengenai pembahasan Akuntabilitas Kinerja Dinas

Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku pada Tahun 2021
menetapkan 3 sasaran capaian yang akan dilaksanakan dalam

kurun waktu 1 Tahun dengan capaian 8 program 16 kegiatan dari
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29 Sub kegiatan yang terdapat dalam Renstra Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi Maluku Tahun 2019-2024.

2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku telah berupaya
mewujudkan Misi yang diemban dengan capaian program tahun
2021 sebesar 104,95% dan capaian anggaran sebesar 87,42%
sehingga kategori capaian peringkat kerja Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Maluku berada pada grade sangat memuaskan dengan

rentang capaian sebesar 96,19.

Demikian pokok - pokok Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas

Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2021.

Ambon, Januari 2022

Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi Maluku

Drs. Roy Corneles Siauta, M.Si
NIP. 196607081998031003
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LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Roy Corneles Siauta, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Murad Ismail
Jabatan : Gubernur Maluku
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja Tahun 2021 seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

loy Cédtieles Siauta, M.Si
ethbina Utama Muda
NIP. 19660708 199803 1 €003

nrad Ismail
Gu trnur Maluku




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI MALUKU

No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 |Terwujudnya Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup [Indeks Kualitas Udara 86,00
Indeks Kualitas Air Sungai 49,85
Indeks Kualitas Air Laut 62,76
2 |Terwujudnya Ketahanan Lingkungan terhadap Persentase Penurunan Jumlah Emisi GRK 21,76%
Perubahan Iklim dan Resiko Bencana
3 |Terwujudnya Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persentase Sampah Terkelola Melalui Pengembangan 24%
Persampahan Kinerja Pengelolaan Sampah
No Program Anggaran Keterangan
1  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp 5,764,627,163 APBD
Provinsi
2  Program Perencanaan Lingkungan Hidup Rp 1,499,999,575 APBD
3 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Rp 2,169,998,916 APBD
Kerusakan Lingkungan Hidup
4  Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Rp 267,499,930 APBD
Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (Limbah B3)
S Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Rp 649,999,812 APBD

Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (PPLH)




No

Program

Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Rp
Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang

Terkait dengan PPLH

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Rp
Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Rp
Masyarakat

Gubernur Maluku,

d Ismail

Anggaran
449,999,865

299,999,681

149,999,952

TLINGKUINR AN Wi

Keterangan

APBD

APBD

APBD

DINAS

Drs. Roy Co /ele iauta, M. 81
tama Muda
NIP. 19660708 199803 1 003



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI MALUKU

TAHUN 2021
NAMA SKPD :  DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI MALUKU
TUGAS : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar di bidang lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang

ditugaskan kepada Daerah Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan
masyarakat
FUNGSI : a. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
d. Pelaksanaan administrasi dinas;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.



SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI MALUKU

NO.

TUJUAN/SASARAN
KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA
UTAMA

FORMULASI / PENJELASAN

PENANGGUNG
JAWAB

SUMBER DATA

Meningkatkan ketahanan
lingkungan melalui upaya
perlindungan dan
pengelolaan lingkungan
hidup dengan
memperhatikan daya dukung
daya tampung lingkungan,
perubahan iklim dan resiko
bencana

1.

2.

Tersusunnya Rencana
Perlindungan dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
(RPPLH) Provinsi
Maluku

Indeks Kualitas Air

Tersedianya dokumen Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Maluku
sebagai dasar penyusunan kebijakan pelaksanaan

pembangunan daerah

Dimana:
0<Piji<1,0

Plj =

(Ci/Lij)*m + (Ci/Lij)*r
2

-> baik (memenuhi baku mutu)

1,0<Pij<5,0 ->cemarringan
5,0<Pij<£10,0 - cemar sedang

Pij>10,0

- cemar berat

Bidang Tata
Lingkungan,
Bidang
Pengendalian
Pencemaran
dan Kerusakan
Lingkungan
Hidup, Bidang
Penaatan dan
Peningkatan
Kapasitas
Lingkungan
Hidup, Bidang
Pengelolaan
Sampah dan
Limbah B3,
Bidang
Sekretariat

Bidang
Pengendalian
Pencemaran
dan Kerusakan
Lingkungan
Hidup

Dinas
Lingkungan
Hidup Provinsi
Maluku

Dinas
Lingkungan
Hidup Provinsi
Maluku




TUJUAN/SASARAN INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG
NO. KINERJA UTAMA UTAMA FORMULASI / PENJELASAN JAWAB SUMBER DATA
3. Indeks Kualitas Udara | IKU = 100 - [50/0.9 x (leu - 0.1)] Bidang Dinas
Pengendalian Lingkungan
Pencemaran Hidup Provinsi
dan Kerusakan | Maluku
Lingkungan
Hidup
4. Persentase sampah Target pengurangan sampah rumah tangga dan Bidang Dinas
terkelola melalui sampah sejenis sampah rumah tangga (Tz—%r—l) Pengelolaan Lingkungan
pengembangan Potensi timbulan sampah rumah tangga dan ELi Sampah dan Hidup Provinsi
kinerja pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga (T:—;:—Z;) Limbah B3 Maluku

sampah




TABEL RENCANA AKSI
PENCAPAIAN PERJANIJIAN KINERJA PER TRIWULAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI MALUKU TAHUN 2021

Sasaran Sub Kegiatan
No. Uraian Im‘ilkal.:or Target Program Uraian Im‘ilkal.:or Satuan Target Ket.
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |Terwujudnya perbaikan | Indeks Kualitas Udara Pengendalian Koordinasi, Sinkronisasi [Jumlah laporan Laporan
kualitas lingkungan TW1:- Pencemaran dan/atau  |dan Pelaksanaan pemantauan kualitas TW1:-
hidup Kerusakan Lingkungan [Pencegahan udara ambien
TW 2: - Hidup Pencemaran Lingkungan TW 2: -
Hidup Dilaksanakan
terhadap Media Tanah,
TW3:- Air, Udara, dan Laut TW3:-
TW 4: 86.00 TW4:1
Indeks Kualitas Air Pengendalian Koordinasi, Sinkronisasi [Jumlah laporan Laporan
Sungai TW1:- Pencemaran dan/atau  |dan Pelaksanaan pemantauan kualitas air TW1:-
Kerusakan Lingkungan  [Pencegahan sungai
TW 2: - Hidup Pencemaran Lingkungan TW 2: -
Hidup Dilaksanakan
terhadap Media Tanah,
TW3:- Air, Udara, dan Laut TW3:-
TW 4: 49.85 TW4: 1
Indeks Kualitas Air Laut Pengendalian Koordinasi, Sinkronisasi [Jumlah laporan Laporan
TW1:- Pencemaran dan/atau |dan Pelaksanaan pemantauan kualitas air TW1:-
Kerusakan Lingkungan [Pencegahan laut
TW 2: - Hidup Pencemaran Lingkungan TW 2: -
Hidup Dilaksanakan
terhadap Media Tanah,
TW3:- Air, Udara, dan Laut TW3:-
TW 4: 62.76 TW4:1
2 |Terwujudnya ketahanan |Persentase Penurunan Pengendalian Koordinasi, Sinkronisasi [Jumlah emisi Gas Rumah Ton CO2eq TW1: -
lingkungan terhadap Jumlah Emisi GRK TW 1: - Pencemaran dan/atau  |dan Pelaksanaan Kaca yang terdata dan
perubahan iklim dan Kerusakan Lingkungan  [Pengendalian Emisi Gas [terevaluasi per tahun TW 2: -
resiko bencana Hidup Rumah Kaca, Mitigasi
dan Adaptasi Perubahan TW3:-
Tw2:- IKlim
TW 4:11.537.920
Pengendalian Koordinasi, Sinkronisasi |Jumlah desa di Kampung TW 1: -
TW 3: - Pencemaran dan/atau  [dan Pelaksanaan Kabupaten/Kota yang
Kerusakan Lingkungan  [Pengendalian Emisi Gas |diidentifikasi dan TW 2: -
Hidup Rumah Kaca, Mitigasi mendapat sosialisasi
untuk diusulkan dalam TW3:-

TW 4:21.76%

dan Adaptasi Perubahan
Iklim

program kampung iklim

TW4:5




Sasaran Sub Kegiatan
No- Uraian Inc{likafor Target Program Uraian lndlka?or Satuan Target Ket.
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 |Terwujudnya Persentase sampah Pengendalian Bahan Koordinasi dan Jumlah objek Objek
peningkatan kinerja terkelola melalui Berbahaya dan Beracun |[Sinkronisasi Pengelolaan |usaha/kegiatan yang RS
pengelolaan pengembangan kinerja TW1:- (B3) dan Limbah Bahan |Limbah B3 dengan dibina dalam
persampahan pengelolaan sampah Berbahaya dan Beracun |Pemerintah Pusat dalam |pengelolaan sampah TW 3: 50
(Limbah B3) rangka Pengangkutan, |dan limbah B3
Pemanfaatan, TW 3: -
TW2: - Pengolahan, dan/atau
Penimbunan
TW4: -
Peningkatan Pendidikan, | Peningkatan Kapasitas |Jumlah anggota Orang
Pelatihan dan dan Kompetensi Sumber [masyarakat yang il
TW3:- Penyuluhan Lingkungan |Daya Manusia Bidang diedukasi tentang
Hidup Untuk Masyarakat|Lingkungan Hidup Untuk |pengelolaan sampah TW 2: 300
Lembaga
Kemasyarakatan TW 3: -
TW 4: 24%




REALISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI MALUKU

TAHUN 2021
Kegiatan : APBD
Bulan : Desember 2021
Realisasi Sisa Dana
. . . . Indik Kerj
Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Nilai (Rp) Satu_an ndikator Kerja Keuangan Fisik % Keuangan Fisik %
(Unit) Rp % Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
TOTAL DANA 11,194,585,080 9,785,769,360 87.42 87.42 1,408,815,720 12.58 12.58
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 5,877,062,943 5,360,225,849 91.21 91.21 516,837,094 8.79 8.79
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 211,419,542 196,664,342 93.02 93.02 14,755,200 6.98 6.98
Kinerja Perangkat Daerah
2.11.01.1.01.01 [Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Ambon 211,419,542 | 1 Dokumen [Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 196,664,342 93.02 93.02 14,755,200 6.98 6.98
Daerah yang tersusun melalui kegiatan Rapat Koordinasi
Bidang Lingkungan Hidup/Forum SKPD
2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4,155,588,158 3,977,884,849 95.72 95.72 177,703,309 4.28 4.28
2.11.01.1.02.01 ([Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Ambon 4,155,588,158 | 41 Orang [Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN 3,977,884,849 95.72 95.72 177,703,309 4.28 4.28
2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 99,999,946 70,877,946 70.88 70.88 29,122,000 29.12 29.12
2.11.01.1.05.09 [Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Yogyakarta 99,999,946 4 Orang |Jumlah aparatur yang ditingkatkan kompetensinya 70,877,946 70.88 70.88 29,122,000 29.12 29.12
dan Fungsi melalui diklat teknis
2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 634,775,537 543,689,965 85.65 85.65 91,085,572 14.35 14.35
2.11.01.1.06.01 |Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Ambon 5,999,730 12 Bulan Tersedianya komponen instalasi listrik/ 5,999,730 100 100 - - -
Penerangan penerangan bangunan kantor
2.11.01.1.06.02 |Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Ambon 229,484,200 58 Unit Tersedianya peralatan dan perlengkapan penunjang 229,112,900 99.84 99.84 371,300 0.16 0.16
operasional kantor
2.11.01.1.06.03 |[Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Ambon 11,207,020 12 Bulan | Tersedianya peralatan rumah tangga kantor 11,207,020 100 100 - - -
penunjang operasional kantor
2.11.01.1.06.04 |Penyediaan Bahan Logistik Kantor Ambon 23,999,802 12 Bulan |Tersedianya alat tulis kantor penunjang operasional 23,999,802 100 100 - - -
kantor
2.11.01.1.06.05 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Ambon 25,999,985 12 Bulan | Tersedianya barang cetak dan penggandaan 25,999,985 100 100 - - -
penunjang operasional kantor
2.11.01.1.06.08 [Fasilitasi Kunjungan Tamu Ambon 11,756,800 | 336 Orang | Tersedianya makan dan minum saat rapat/ 11,756,800 100 100 - - -
pertemuan dinas
2.11.01.1.06.09 |Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Semua Kabupaten 326,328,000 10 Kali Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi 235,613,728 72.20 72.20 90,714,272 27.80 27.80
Konsultasi SKPD Kota, DKI Jakarta 14 Kali di dalam dan luar daerah
dan semua Provinsi




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 147,599,970 - - - 147,599,970 100 100
Urusan Pemerintah Daerah
2.11.01.1.07.09 |Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Ambon 147,599,970 3 Bulan Tersedianya bangunan penampung sampah - - - 147,599,970 100 100
untuk menunjang pengelolaan limbah B3
2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 523,764,790 467,193,747 89.20 89.20 56,571,043 10.80 10.80
Pemerintahan Daerah
2.11.01.1.08.01 |Penyediaan Jasa Surat Menyurat Ambon 1,860,000 12 Bulan | Tersedianya meterai dan paket pengiriman 1,860,000 100 100 - - -
untuk menunjang operasional kantor
2.11.01.1.08.02 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Ambon 164,400,000 12 Bulan Terlaksananya pembayaran rekening listrik, 110,017,115 66.92 66.92 54,382,885 33.08 33.08
Listrik telepon, faximile dan internet
2.11.01.1.08.04 |[Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Ambon 357,504,790 4 Orang Jumlah orang yang dipekerjakan sebagai penyedia 355,316,632 99.39 99.39 2,188,158 0.61 0.61
7 Orang jasa kebersihan kantor dan sopir kendaraan
dinas dan penyedia jasa tenaga administrasi dan
teknik perkantoran
2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 103,915,000 103,915,000 100 100 - - -
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.11.01.1.09.01 (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Ambon 78,956,000 3 Unit Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan 78,956,000 100 100 - - -
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas jabatan yang disediakan pemeliharaan dan
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pembayaran pajak
2.11.01.1.09.06 [Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Ambon 24,959,000 45 Unit Jumlah peralatan kantor yang disediakan 24,959,000 100 100 - - -
pemeliharaan
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN 1,448,610,905 1,027,835,095 70.95 70.95 420,775,810 29.05 29.05
HIDUP
2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup 1,448,610,905 1,027,835,095 70.95 70.95 420,775,810 29.05 29.05
Strategis (KLHS) Provinsi
2.11.02.1.02.01 |Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Kota Ambon 725,413,771 | 1 Dokumen |Jumlah dokumen hasil KLHS Rencana Tata Ruang 374,508,631 51.63 51.63 350,905,140 48.37 48.37
Tata Ruang Provinsi sebagai bahan perencanaan pembangunan
daerah
2.11.02.1.02.02 |Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ Ambon 723,197,134 | 1 Dokumen [Jumlah dokumen hasil KLHS RPJIMD Provinsi sebagai 653,326,464 90.34 90.34 69,870,670 9.66 9.66
RPJMD bahan perencanaan pembangunan daerah
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN 2,033,910,891 1,765,660,199 86.81 86.81 268,250,692 13.19 13.19
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan 633,168,397 528,012,272 83.39 83.39 105,156,125 16.61 16.61
2.11.03.1.01.01 |Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Semua Kabupaten Kota 258,434,994 | 1 Laporan | Jumlah laporan pemantauan kualitas air laut 210,552,194 81.47 81.47 47,882,800 18.53 18.53
Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup 1 Laporan | Jumlah laporan pemantauan kualitas air sungai

Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara,
dan Laut




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.11.03.1.01.02 |Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Semua Kabupaten Kota 374,733,403 537920 Ton (| Jumlah desa di beberapa Kabupaten/Kota yang 317,460,078 84.72 84.72 57,273,325 15.28 15.28
Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi diidentifikasi dan mendapat sosialisasi untuk
dan Adaptasi Perubahan Iklim diusulkan dalam program Kampung Iklim
Jumlah emisi GRK yang terdata dan terevaluasi
per tahun
2.11.03.1.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau 800,742,703 673,290,066 84.08 84.08 127,452,637 15.92 15.92
Kerusakan Lingkungan Hidup
2.11.03.1.02.01 |Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ Kabupaten Maluku 165,489,791 | 1 Kegiatan | Jumlah kegiatan peningkatan kepedulian masyarakat 160,901,428 97.23 97.23 4,588,363 2.77 2.77
atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Tengah, Salahutu, dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
Masyarakat Waai hidup
2.11.03.1.02.03 [Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Ambon 635,252,912 10 Ton Jumlah sampah yang terangkut melalui 512,388,638 80.66 80.66 122,864,274 19.34 19.34
Lingkungan Hidup penyelenggaraan kegiatan Gerakan Peduli Sampah
dan Coastal Clean Up
2.11.03.1.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan 599,999,791 564,357,861 94.06 94.06 35,641,930 5.94 5.94
Lingkungan Hidup
2.11.03.1.03.04 |Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Ambon 599,999,791 1 Hektar Jumlah luasan kawasan terumbu karang yang 564,357,861 94.06 94.06 35,641,930 5.94 5.94
Rehabilitasi terehabilitasi
2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN 253,884,141 234,423,241 92.33 92.33 19,460,900 7.67 7.67
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
(LIMBAH B3)
2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah 253,884,141 234,423,241 92.33 92.33 19,460,900 7.67 7.67
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2.11.05.1.01.02 |Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah Semua Kabupaten/Kota, 253,884,141 50 Objek | Jumlah objek usaha/kegiatan penghasil limbah B3 234,423,241 92.33 92.33 19,460,900 7.67 7.67
B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka yang dibina dalam pengelolaan limbah B3
Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/
atau Penimbunan
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 721,373,702 598,345,978 82.95 82.95 123,027,724 17.05 17.05
TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan lzin Lingkungan 721,373,702 598,345,978 82.95 82.95 123,027,724 17.05 17.05
dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi
2.11.06.1.01.01 |Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Semua Kabupaten/Kota, 471,373,795 | 11 Instansi | Jumlah Instansi Dinas Lingkungan Hidup dan 360,966,595 76.58 76.58 110,407,200 23.42 23.42
1zin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Persampahan Kabupaten/Kota yang diawasi dalam
pelaksanaan kajian dampak Lingkungan Hidup
2.11.06.1.01.03 |Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang lzin Semua Kabupaten/Kota, 249,999,907 11 Objek | Jumlah objek usaha/kegiatan yang diawasi dalam 237,379,383 94.95 94.95 12,620,524 5.05 5.05

Lingkungan Hidup, 1zin PPLH yang diterbitkan
oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Implementasi izin lingkungan




10

11

12

2.11.07

2.11.07.1.02

2.11.07.1.02.01

2.11.08

2.11.08.1.01

2.11.08.1.01.01

2.11.09

2.11.09.1.01

2.11.09.1.01.01

PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA),
KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG
TERKAIT DENGAN PPLH

Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan
Lokal,PengetahuanTradisional dan Hak MHA
yang terkait dengan PPLH

Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan
Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal,
Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait
dengan PPLH

PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,
PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN
HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan
Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi

Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber
Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk
Lembaga Kemasyarakatan

PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN
HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup
Tingkat Daerah Provinsi

Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/
Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Semua Kabupaten/Kota,

Semua Kabupaten/Kota,
Semua Kecamatan,
Semua Kelurahan

Semua Kabupaten/Kota,

409,742,865

409,742,865

409,742,865

299,999,681

299,999,681

299,999,681

149,999,952

149,999,952

149,999,952

Kabupaten/K

300 Orang

18 Sekolah

Jumlah Kabupaten/Kota yang direvitalisasi kearifan
lokalnya

Jumlah anggota masyarakat yang diedukasi tentang
pengelolaan sampah

Jumlah sekolah yang dibina dan dinilai dalam
program Adiwiyata

385,486,465

385,486,465

385,486,465

271,305,181

271,305,181

271,305,181

142,487,352

142,487,352

142,487,352

94.08

94.08

94.08

90.44

90.44

90.44

94.99

94.99

94.99

94.08

94.08

94.08

90.44

90.44

90.44

94.99

94.99

94.99

24,256,400

24,256,400

24,256,400

28,694,500

28,694,500

28,694,500

7,512,600

7,512,600

7,512,600

5.92

9.56

9.56

5.01

5.01

5.01

9.56

5.01

5.01

5.01

Ambon, 31 Desember 2021
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PROVINSI MALUKU

Drs. Roy Corneles Siauta, M.Si

NIP. 196607081998031003
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